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ABSTRAK 

 
Ramsi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan 

Pada Mesin Pemanen Padi ( Studi Kasus Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang). 

“Dibimbing Oleh” (Hj. Muliati, dan Rustam Magun Pikahulan). 

 

 Penelitian ini menyelidiki hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan 

pengupahan mesin pemanen padi. Dimulai dengan perjanjian kerja secara lisan, 

sistem pengupahan petani dan pemilik mesin pemanen padi dimulai. Di sini, berat 

mesin pemanen padi sekitar 115 kg-125 kg, dan petani hanya 105 kg-110 kg. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengupahan mesin 

pemanen padi di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang serta bagaimana hukum 

ekonomi syariah memengaruhi proses pengupahan tersebut. 

 Peneliti menggunakan penelitian lapangan (penelitian lapangan) dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan 

berasal dari wawancara langsung dengan petani dan pemilik mesin pemanen padi. 

Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Lanrisang, yang berada di 

Kabupaten Pinrang. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pengupahan antara pemilik 

mesin pemanen padi dan petani di Kelurahan Lanrisang didasarkan pada akad secara 

lisan dan kepercayaan. Meski di dalamnya perbedaan dalam praktik pemadatan 

karung gabah. 2) Analisis hukum ekonomi syariah dalam praktek Ijarah hasil 

pertanian pada pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang telah berjalan 

dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun praktek pengupahan 

tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan Ijarah atau pengupahan masih terdepat 

perbedaan didalamnya, akan tetapi para petani dan pemilik mesin pemanen padi 

saling rela akan hal tersebut. 
 

Kata Kunci: Sistem pengupahan, Gabah, Hukum Ekonomi Syariah. 
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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Tabel beriku menunjukkan daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya 

ke dalam huruf Latin. Sebagian dari fonem konsonan bahasa Arab diwakili 

dengan huruf, sebagian lainnya dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan 

huruf dan tanda. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

Dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di  

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

ص  Sad S 
es (dengan titik di  

bawah) 

ض  Dad D 
de (dengan titik di  

bawah) 

 Ta T ط
te (dengan titik di  

bawah) 

 Za Z ظ
zet (dengan titik di  

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam I El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

Hamzah (ء) di awal kata diikuti vokalnya tanpa tanda. Namun, jika ia berada di 

tengah atau di akhir kata, maka ditulis dengan tanda "." 
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2. Vokal 

a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I اِ

 Dammah U U ا َ

b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـ ي

 fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh : 

 kaifa : ك يْفَ 

وْلَ   haula : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 

َيَ ََ/ا َ
fathah dan alif 

atau ya 
A 

a dan garis di 

atas 
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 kasrah dan ya I يَِ
i dan garis di 

atas 

 dammah dan wau Ū وَ 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 
اتَ   Mata  : م 

ى م   Rama  : ر 

 Qīla  : قيِْلَ 

وْتَ   Yamūtu  : ي م 

4. Ta marbutah 

Ada dua cara untuk mengucapkan "ta marbutah" dalam bahasa Inggris: 

Transliterasi untuk ta marbutah yang hidup atau memiliki harkat fathah, 

kasrah, dan dammah adalah [t], sedangkan untuk ta marbutah yang mati atau 

memiliki harkat sukun adalah [h]. 

Jika kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, maka 

kata tersebut ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh :  

ة َالأ طْف الَِ وْض   rauḍah al-jannah atau raudatul jannah : ر 

الف اضِل ةَ  دِيْن ةَ   al-madīnah al-fāḍilah atau al-madinatul fadilah : الم 

ةَ   al-hikmah :  الحِكْم 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid, yang diwakili oleh tanda tasydid dalam huruf Arab, 

ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

Contoh : 

بَّن ا  Rabbana : ر 

ا يْن   Najjaina : ن جَّ

قَ   Al-Ḥaqq : الح 

جَ   Al-hajj : الح 

مَ   Nu‘‘ima : ن عِِّ

 Aduwwn‘ : ع د وَ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditranslitersikan  sebagai huruf maddah (i). 

Contoh : 

بِيَ   Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

لِيَ   Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)‘ : ع 

6. Kata Sandang 

Dalam sistem tulisan Arab, huruf َلا(alif lam ma’arifah) digunakan untuk 

menunjukkan kata sandang. Menurut pedoman transiliterasi ini, kata "sandang" 

dan huruf "syamsiyah" ditransliterasi dengan kata "al-" seperti biasa. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسَ 
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ل ةَ  لْز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّ

ف ة َ  al-falsafah : الف لْس 

د َ  al-biladu : البِلَ 

7. Hamzah 

Hanya huruf hamzah di tengah dan akhir kata yang ditransliterasi menjadi 

apostrof ("). Namun, huruf hamzah di awal kata tidak dilambangkan karena 

dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

وْنَ  ر   ta’murūna  : ت أمْ 

 ’an-Nau  : النَّوْءَ 

 syai’un  : ش يْءَ 

 umirtu  : أ مِرْتَ 

8. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi berarti kata, istilah, 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Mereka juga 

berarti kata, istilah, atau kalimat yang sudah biasa dan termasuk dalam 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau yang sering ditulis dalam bahasa 

Indonesia. Misalnya, istilah "sunnah", "Al-Qur'an", dan "umum". Namun, jika 

kata-kata tersebut termasuk dalam kumpulan teks Arab, mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh : 

Fi  zilal  al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin  

Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la  bi khusus al-sabab 
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9. Lafz al- Jalalah ( ّالله) 

Ditransliterasi tanpa huruf hamzah, kata "Allah" didahului partikel seperti 

huruf jar dan huruf lainnya atau sebagai mudaf ilaih (frasa nominal). 

Contoh: 

َاللََِ دِيْن   Dīnullāh    َِبِالل Billah 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf  [t]. 

Contoh : 

ةَِاللَِ حْم   Hum fi rahmatillah ھ مَْفيَِْر 

10. Huruf Kapital 

Dalam transliterasi ini, huruf kapital digunakan sesuai dengan pedoman 

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD), meskipun sistem tulisan Arab tidak 

mengenal huruf kapital. Misalnya, huruf kapital digunakan untuk menulis 

huruf pertama nama diri (seperti "orang", "tempat", atau "bulan") dan huruf 

pertama pada permulaan kalimat. Jika kata sandang (al-) didahului oleh nama 

diri, huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Namun, jika 

kata sandang terletak di awal kalimat, huruf A dari kata sandang akan ditulis 

dengan huruf kapital. 

Contoh: 

Wa  ma muhammadun illa rasul 

Inna  awwala  baitin  wudi’ a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 
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Abu Nasr al- Farabi 

Dalam daftar pustaka atau referensi, nama resmi seseorang harus dimulai 

dengan kata "Ibnu" (anak dari) dan "Abu" (bapak dari). 

  Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 

Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid 

Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid 

(bukan:  Zaid, Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

swt. =  subhanahu wa ta’ala 

saw. =  sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s. =  ‘alaihi al-sallam 

r.a =  radiallahu ‘anhu 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir Tahun 

w. = Wafat Tahun 

QS…/…4 =  QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

HR =  Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة =  ص

 بدونمكان =  دو
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 صلىاللهعليهوسلم =  صهعى

 طبعة =  ط

 بدونناشر =  دن

 إلىآخره/لىآخرھا =  الخ

 جزء =  خ

 

Sangat penting untuk menjelaskan kepanjangan beberapa singkatan yang 

digunakan secara khusus dalam teks referensi; ini termasuk:  

ed. : Editor (atau editor, jika ada lebih dari satu editor). Dalam bahasa 

Indonesia, kata "editor" dapat disingkat menjadi "ed." (tanpa s) karena ia 

mengacu pada satu atau lebih editor. 

et al. : "Dan lainnya" atau "dan teman-teman" (singkatan dari "et alia"). Dengan 

huruf miringSingkatan "dan kawan-kawan", yang ditulis dengan huruf 

biasa atau tegak, dapat digunakan sebagai alternatif.  

Cet. : Cetakan. Informasi tentang berapa kali buku atau literatur sejenis dicetak.  

Terj. : Translation (by). Karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama 

penerjemah juga ditulis dengan singkatan ini. 

Vol. : Kata "volume" digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Dalam konteks hubungan kerja, setiap individu yang melaksanakan pekerjaan 

berhak menerima imbalan ketika pekerjaan tersebut selesai dikerjakan, mka dari itu 

tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Akad perjanjian ini melibatkan 

antara dua belah pihak, di mana satu pihak menyediakan lahan pekerjaan dari pihak 

lainnya, yang bisa terdiri dari satu atau lebih orang, melaksanakan pekerjaan tersebut. 

Dalam hukum Islam, perjanjian semacam ini dikenal dengan istilah akad ijārah.1 

Era moderen seperti sekarang ini, bentuk-bentuk ijārah juga semakin 

beragam, terutama di sektor pertanian. Kemajuan teknologi turut berperan dalam 

perkembangan di sektor ini, menghasilkan inovasi dan efisiensi yang lebih tinggi. 

Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul alat panen padi yang dikenal sebagai 

combine harvester, yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses 

panen, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di bidang pertanian. 

"Oto Passangking” ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses panen 

secara signifikan, sehingga petani dapat menghemat waktu dan tenaga. 

Keberadaan mesin pemanen padi combine harvester menjadi solusi bagi 

banyak petani yang menghadapi tantangan dalam hal tenaga kerja manual yang 

semakin berkurang dan biaya yang semakin tinggi. Dengan alat ini, proses panen 

yang dulunya memerlukan banyak tenaga kerja dan waktu kini dapat diselesaikan 

dengan lebih cepat dan hasil yang lebih optimal. Hal ini tentunya memberikan 

dampak positif bagi produktivitas pertanian dan perekonomian petani.2 

Selain itu, penggunaan mesin pemanen padi juga mendorong terjadinya 

perjanjian sewa-menyewa atau ijārah yang lebih dinamis dan beragam. Petani yang 

                                                           
1Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi (Sinar Grafika 

(Bumi Aksara), 2021). h. 163 

 2 MELATI PUSPA Cahyani, ‘IoT Dalam Smart Farming 4.0 Untuk Upaya Tingkatkan 

Efesiensi Agribisnis’, Teknois J. Ilm. Teknol. Inf. Dan Sains, 3.2 (2023), h 5. 
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tidak mampu membeli alat ini dapat menyewanya dari pemilik mesin, sehingga tetap 

bisa menikmati manfaat teknologi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk 

pembelian. Proses sewa ini biasanya melibatkan akad yang dilakukan secara lisan 

atau tertulis, berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan bersama, yang mencerminkan 

prinsip-prinsip ketuhanan dan kemaslahatan dalam Islam. 

Dengan adanya perkembangan ini, sektor pertanian menjadi lebih modern dan 

mampu bersaing di era globalisasi. Para petani dapat memanfaatkan teknologi 

canggih untuk meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka, sekaligus 

mempertahankan nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip syariah dalam setiap 

transaksi yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan kepatuhan 

terhadap ajaran agama dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat yang luas bagi 

seluruh lapisan masyarakat.3 

Combine harvester adalah alat serbaguna yang dapat berfungsi sebagai 

perontok padi. Alat ini dilengkapi dengan pisau pemotong sepanjang sekitar 120 cm, 

yang bergerak otomatis saat mesin dinyalakan dan memotong padi yang dilewatinya. 

Dengan efisiensi hingga 50% lebih tinggi dibandingkan mesin pemotong padi 

sebelumnya, combine harvester memudahkan proses pemanenan. Selama pemanenan, 

bulir padi dan jerami dipotong dan dimasukkan ke bagian perontokan padi. Gabah 

yang telah dirontokkan kemudian dikemas dalam karung yang sudah disediakan. 

Selain meningkatkan efisiensi, alat ini juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja 

manual, memungkinkan petani untuk menyelesaikan panen dalam waktu yang lebih 

singkat. Dengan demikian, penggunaan combine harvester berkontribusi pada 

peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional di sektor pertanian. 4 

Memanen padi dengan menggunakan combine harvester atau oto passangking 

ini memang lebih cepat selesai di bandingkan alat panen padi manual. Namun, 

                                                           
 3 Rofinus Neto Wuli, ‘Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Pertanian Untuk 

Menciptakan Petani Unggul Demi Mencapai Ketahanan Pangan’, Jurnal Pertanian Unggul, 2.1 

(2023), h 11. 

 4 Rizky Dio Pratama, ‘Pembulatan unit pisau pemotong pada mesin pemanen padi simple 

harvester' (DIII Teknik mesin Politeknik Harapan Bersama, 2021). h 2. 
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meskipun demikian oto passangking juga memiliki kekurangan yaitu seperti, jika 

terdapat kerusakan pada alat mesin pemotong padi pada saat memanen yang mana hal 

ini menyebabkan kemunduran dan waktu pengerjaan panen menjadi lama, 

kekuranagn dari oto passangking atau combine harvester yaitu mengenai menuju 

teempat sawah, dimana jika sawah yang dituju itu jauh dan harus melewati sawah 

milik orang lain sehingga mengakibatkan akses jalan menjadi rusak karena di lewati 

oleh oto passangking yang besar dan pihak yang akses jalan sawahnya rusak tidak 

terima akan hal tersebut karena harus memperbaiki dan juga harus mengeluarkan 

biaya untuk menyewa orang lain guna memperbaiki akses jalan. 

Kelurahan Lanrisang merupakan salah satu kelurahan yang merupakan salah 

satu lumbung padi yang ada d Kabupaten Pinrang, Mayoritas warga di daerah ini 

bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai petani tambak, pekebun, maupun 

dalam bentuk pertanian lainnya. Namun, tidak semua dari mereka memiliki lahan 

pribadi untuk digarap. Banyak yang bekerja pada orang lain untuk membantu 

mengelola lahan padi. Bekerja hanya saat ada permintaan bukanlah hal yang mudah 

bagi mereka. Mereka harus mencari cara agar tenaga mereka selalu dibutuhkan, 

terutama mengingat kebutuhan yang terus meningkat dan pendapatan yang tidak 

menentu, yang memaksa mereka bekerja lebih keras. 

Peningkatan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong yang 

membuat mereka siap melakukan pekerjaan apa pun selama tidak melanggar aturan, 

demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Ini termasuk menjadi buruh 

panen padi saat musim panen tiba, seperti yang dilakukan oleh para buruh di 

Kelurahan Lanrisang. Selain menjadi buruh panen, mereka juga sering mencari 

pekerjaan tambahan seperti buruh bangunan atau pekerja serabutan untuk memastikan 

pendapatan mereka cukup. Tekanan ekonomi yang terus meningkat membuat mereka 

harus lebih kreatif dan fleksibel dalam mencari peluang kerja, sehingga kehidupan 

keluarga mereka bisa tetap terjamin. Dalam kondisi ini, solidaritas antarwarga dan 

kerjasama komunitas menjadi sangat penting untuk saling mendukung dan membantu 

satu sama warga di Kelurahan Lanrisang ini. 
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 Sektor perkebunan dan pertanian memainkan peran krusial dalam 

perekonomian nasional. Banyak penduduk Indonesia yang mengandalkan sektor ini, 

baik untuk mata pencaharian sehari-hari maupun sebagai fondasi untuk pembangunan 

ekonomi. Selain menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi jutaan orang, sektor ini 

juga menyuplai kebutuhan pangan domestik dan bahan baku industri. Oleh karena itu, 

keberhasilan dan keberlanjutan sektor perkebunan dan pertanian sangat penting untuk 

stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah dan 

berbagai pihak terkait perlu terus mendukung dan mengembangkan sektor ini untuk 

memastikan kontribusinya yang optimal terhadap ekonomi nasional. Selain itu, sektor 

perkebunan dan pertanian juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, terutama 

di daerah pedesaan, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan 

kemiskinan.5 

 Dengan semakin majunya teknologi, sektor pertanian dan perkebunan dapat 

terus berkembang dan meningkatkan produktivitasnya. Inovasi-inovasi seperti 

penggunaan mesin panen otomatis, teknik budidaya yang lebih efisien, dan penerapan 

teknologi informasi dalam manajemen pertanian, semakin memudahkan para petani 

dalam mengelola lahan mereka. Pemerintah juga terus mendorong modernisasi 

pertanian melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan 

kapasitas dan kesejahteraan petani. 

 Oleh karena itu, pengembangan sektor perkebunan dan pertanian harus 

menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan menjaga dan 

meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian, Dukungan dari berbagai 

pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut.6 

                                                           
 5 Suci Amalia, ‘Analisis Sektor Perkebunan Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 

Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kabupaten Pesawaran)’ (UIN Raden 

Intan Lampung, 2017) h 3. 
6Ayu Rahma and Ahmad Yusuf, Fenomena Sosial Masyarakat Pedesaan Dan Perkotaan 

Dalam Kajian Sosiologi (guepedia, 2022). h. 11 
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 Sebagian besar petani pemilik lahan sawah memanfaatkan jasa dari combine 

harvester atau oto passangking untuk mempermudah dan mempercepat proses 

pengolahan gabah petani. Bisnis pemanenan menggunakan combine harvester 

merupakan salah satu bentuk kerjasama antara petani dan pemilik oto passangking. 

Dalam hal pengupahan, terdapat berbagai jenis bentuk pembayaran (akad) dalam 

transaksi ini, yang bisa berupa uang atau barang seperti gabah. Tergantung dari 

kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Istilah "dua belas potong satu" merujuk pada sistem pengupahan yang umum 

digunakan oleh warga Kelurahan Lanrisang. Dalam praktiknya, pemilik mesin panen 

dibayar dengan hasil panen berupa biji padi atau gabah. Pembayaran dilakukan 

berdasarkan sistem pembagian sebelas potong satu, di mana jika suatu panen 

menghasilkan sebelas karung gabah, dua belas karung diperuntukkan bagi pemilik 

sawah, sedangkan satu karung diberikan kepada para buruh. Setiap kali musim panen 

tiba, pemilik sawah mencari tenaga kerja untuk membantu proses pemanenan agar 

dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Orang-orang yang terlibat dalam 

kegiatan ini sering disebut dengan sebutan "mappassangking". Sistem ini tidak hanya 

memastikan bahwa proses panen berjalan lancar, tetapi juga memberikan kepastian 

bagi para buruh mengenai imbalan mereka. Dengan adanya sistem ini, hubungan 

kerja antara pemilik sawah dan buruh menjadi lebih jelas dan terstruktur, sehingga 

meningkatkan efisiensi dan kepuasan kedua belah pihak selama musim panen. Orang-

orang biasa menyebutnya dengan sebutan “Mappassangking”. 

Sistem upah "dua belas potong satu" telah diterapkan selama beberapa tahun 

dan kini telah menjadi adat serta tradisi panen di daerah tersebut. Akibatnya, para 

buruh tidak memiliki kepastian mengenai jumlah upah yang akan mereka terima, 

karena upah bergantung pada hasil panen. Ketidakpastian ini menjadi bagian dari 

sistem yang sudah lama ada dan diterima oleh masyarakat setempat. Dalam bidang 

ekonomi, praktik pengupahan adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan 

masyarakat Lanrisang biasanya berkaitkan dengan akad ijārah. Ijārah adalah 

transaksi yang melibatkan penjualan manfaat dari suatu barang atau jasa. Sistem 
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ijārah memberikan fleksibilitas dalam pengaturan pembayaran dan penggunaan jasa, 

serta memungkinkan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan 

antara pihak-pihak yang terlibat. 

Di saat proses panen tiba, para buruh pemanen padi tersebut biasanya mengisi 

bagian karungnya dengan full atau karung padi miliknya diisi sampai padat.  Isi dari 

karung gabah pemilik sawah berbeda berat timbangan dengan pemilik mobil 

pemanen padi tersebut. Pemilik sawah rata-rata memilki berat dalam satu karungnya 

105 kg/110kg, berbeda dengan karung padi milik buruh panen rata-rata memiliki 

berat 115 kg sampai 1125 kg. Itulah yang membedakan isi dari karung pemilik sawah 

dan upah dari buruh mesin pemanen padi. Dengan uraian diatas maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang 

Praktik Pengupahan Pada Alat Panen Padi Studi Kasus Kelurahan Lanrisang)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan 

yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu: 

1. Bagaimana praktik pengupahan mesin pemanen  padi Kelurahan Lanrisang 

Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengupahan 

buruh panen padi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan mesin pemanen padi Kelurahan 

Lanrisang Kabupaten Pinrang. 

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 

pengupahan buruh panen padi Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang transaksi yang diatur oleh Hukum 
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Ekonomi Syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan hukum 

yang mampu membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori-teori yang 

telah ada. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi serta 

meningkatkan pemahaman tentang cara bertransaksi yang benar dan sesuai 

syariat di dalam masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas 

wawasan dalam studi hukum Islam, terutama dalam bidang fiqh muamalah. 

2. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai praktik pengupahan pada mesin pemanen padi atau combine 

harvester bagi masyrakat umum, khusunya masyarakat Kelurahan Lanrisang.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relavan 

 Dalam sebuah studi, penelitian sebelumnya sangat penting. Meninjau 

penelitian sebelumnya membantu memahami bagaimana subjek yang akan diteliti 

berhubungan satu sama lain dengan penelitian sebelumnya. Hal ini juga mencegah 

penelitian diulang dan diharapkan memberikan ide atau informasi baru tentang subjek 

yang akan diteliti. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan 

Pada Mesin Pemanaen Padi di Kelurahan Lanrisang Kabupaten Pinrang adalah judul 

penelitian. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Feri Ramadhan pada tahun 2023 berjudul 

"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan Pada Alat 

Panen Padi Kombinasi (Studi Kasus di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten 

Ngawi)."7 Salah satu masalah yang diangkat adalah wanprestasi dalam proses 

produksi yang melibatkan alat panen padi kombinasi. Kondisi sawah yang terlalu 

dalam menyebabkan masalah ini. Alat panen padi Combine Harvester sering 

mengalami kerusakan atau gangguan. Akibatnya, alat tersebut menjadi sulit untuk 

dioperasikan dan sering mengalami kerusakan yang signifikan. Ini tidak hanya 

menghambat proses panen, tetapi juga mempengaruhi aspek pengupahan. Dalam 

kasus di mana alat panen padi Combine Harvester mengalami kerusakan atau 

gangguan sehingga proses pemanenan padi pada satu petak sawah seluas 1400 meter 

persegi belum selesai, pemilik alat tidak akan menerima kompensasi apa pun. Hal ini 

tentu sangat merugikan pemilik mesin panen padi Combine Harvester, karena mereka 

tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga harus menanggung biaya 

perbaikan mesin yang cukup tinggi. Situasi ini memperlihatkan pentingnya evaluasi 

                                                           
7Feri Ramadhan, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Sistem Borongan 

Pada Alat Panen Padi Combine Harvester (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron 

Kabupaten Ngawi)’ (IAIN Ponorogo, 2023). 
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kondisi lahan sebelum penggunaan alat dan perlunya perjanjian yang adil dalam 

aspek pengupahan untuk menghindari kerugian bagi semua pihak yang terlibat.  

Hasil ipenelitian itersebut imenunjukkan iterdapat ikesamaan idan iperbedaan, 

iadapun ikesamannya iialah isama-sama imeneliti imengenai ialat imesin ipemanen 

ipadi, idan iadapun iperbedannya iyaitu iketika iterjadi ikerusakan ipada isaat 

ipengerjaannya imaka ipengupahannya ihangus iatau itidak imendapatkan iupah 

isama isekali isedangkan i ipenelitian iini iberfokus ipada iperbedaan iberat 

itimbangan iupah imesin ipemanen ipadi idan ipemilik imesin ipemanen ipadi. 

Kedua, iSkripsi idari iyang iditulis ioleh iFifi iHarianti ipada itahun i2020 

idengan ijudul i“Sistem iUpah iPekerja iMobil iPemanen iPadi iDi iDesa 

iLerang”(Studi iKasus iKecamatan iLanrisang iKelurahan iLanrisang iDesa iLerang). 

i.8 iAdapun imasalah iyang idiangkat iadalah iSistem ipengupahan ipekerja imobil 

ipemanen ipadi iditentukan iberdasarkan ikebijakan ipemilik imobil, ibisa iper ihari, 

imingguan, iatau ibulanan. iNamun, isistem ipengupahan iini iSeringkali, ipembagian 

iupah itidak imerata. iSebagai icontoh, iupah ipekerja iyang ibertanggung ijawab 

imengoperasikan imesin iatau imenjadi isopir imobil ipemanen ipadi ibiasanya ilebih 

itinggi idaripada ipekerja ilainnya. iSelain iitu, ijumlah ipekerja iyang iada ipada 

imobil ipemanen ipadi ijuga iberbeda.biasanya ilebih itinggi idibandingkan idengan 

ipekerja ilainnya. iJumlah ipekerja ipada imobil ipemanen ipadi ijuga irelatif isedikit, 

isekitar i5 ihingga i8 iorang, idengan itugas iyang iberagam. iUpah iyang iditerima 

ipekerja itergantung ipada itotal ipendapatan iyang idihasilkan ioleh imobil ipemanen 

ipadi. iMengingat isituasi iini, ipemilik imesin ipemanen ipadi iperlu ilebih 

imemperhatikan ikeadilan idalam iproses ipembagian iupah. iDimana isaat 

imenentukan iupah, iharus iada ikesepakatan iyang ijelas iantara ikedua ipihak iuntuk 

imenghindari iadanya ipihak iyang idirugikan. iDengan idemikian, ipembayaran 

iupah iharus idilakukan idengan iadil idan iseimbang. 

                                                           
8Fifi Harianti, ‘Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang (Analisis Hukum 

Ekonomi Islam)’ (IAIN Parepare, 2020). 
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Hasil ipenelitian itersebut imenunjukkan iterdapat ikesamaan idan iperbedaan, 

iadapun ikesamannya iialah isama-sama imeneliti imengenai ialat imesin ipemanen 

ipadi, idan iadapun iperbedannya iyaitu iperbedaan iupah ipekerja imesin ipanen 

ipadi, isedangkan ipenelitian iini iberfokus ipada iperbedaan iberat itimbangan iupah 

imesin ipemanen ipadi idan ipemilik imesin ipemanen ipadi. 

Ketiga, iSkripsi idari iyang iditulis ioleh iVibriany iFitri ipada itahun i2021 

idengan ijudul i“Dampak iCombine iHarvester iTerhadap iPeralihan iJenis iPekerjaan 

iBuruh iTani” i(Studi iKasus iDi iKelurahan iTamarunang, iKecamatan iSombaOpu, 

iKabupaten iGowa, iProvinsi iSulawesi iSelatan). i9 i iMasalah iyang idibahas iadalah 

ibahwa isejak itahun i2012, ipemerintah imelalui iAnggaran iPendapatan idan 

iBelanja iNegara i(APBN) iberusaha imemfasilitasi ikebutuhan imekanisasi 

ipertanian ipascapanen idengan imemberikan ibantuan iteknologi icombine 

iharvester. iTujuan idari iinisiatif iini iadalah iuntuk imeningkatkan iproduktivitas 

idengan imengurangi ikehilangan ihasil ipanen. iBantuan iini idiharapkan idapat 

imemenuhi itujuan ipenanganan ipascapanen, iseperti imengurangi ikehilangan. 

iHasil ikomoditas itanaman ipangan ibertujuan iuntuk imempertahankan imutu, 

imemperpanjang imasa isimpan, idan imeningkatkan idaya isaing ikomoditas 

itersebut. iKebijakan iini iditujukan iuntuk imengamankan ihasil ipanen idan 

imempertahankan ikualitasnya iguna imemperkuat iketahanan ipangan iserta 

imencapai ikemandirian ipangan inasional. iNamun, ipenelitian imenunjukkan ibahwa 

ipenggunaan iteknologi icombine iharvester itidak iselamanya iberjalan idengan 

isignifikan. iPenggunaan iteknologi iini itidak isecara isignifikan imeningkatkan 

iproduktivitas. iSelain iitu, itimbul imasalah iseperti ihilangnya imata ipencaharian 

ibagi imasyarakat iyang iterdampak iakan ihal itersebut. 

 iHasil ipenelitian itersebut imenunjukkan iterdapat ikesamaan idan 

iperbedaan, iadapun ikesamannya iialah isama-sama imeneliti imengenai ialat imesin 

                                                           
9Vibriany Fitri, ‘Dampak Combine Harvester Terhadap Peralihan Jenis Pekerjaan Buruh 

Tani (Studi Kasus di Kelurahan Tamaranuang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Provinsi 

Sulawesi Selatan)’ (Universitas Hasanuddin, 2021). 
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ipemanen ipadi, idan iadapun iperbedannya iyaitu ipenggunaan imesin ipanen ipadi 

iatau icombine iharvester ihilangnyamata ipencaharian imasyarakat isedangkan 

ipenelitian iini iberfokus ipada iperbedaan iberat itimbangan iupah imesin ipemanen 

ipadi idan ipemilik imesin ipemanen ipadi. 

Keempat, iSkripsi idari iyang iditulis ioleh iJunia iMariasih ipada itahun i2023 

idengan ijudul i“Sistem iUpah iJasa iCombine iHarvester iPersefektif iHukum 

iEkonomi iSyariah i(Studi iKasus iDi iRajawaitu iUtara iKabupaten iMesuji)” i10 

iAdapun imasalah iyang idiangkat iadalah iPada iumumnya, ihampir isemua isistem 

ipengupahan idi iRawajitu iditerapkan idengan icara iyang iserupa. iPemilik isawah 

imembayar ipemilik icombine iharvester idengan ihasil ipanen ipadi, idi imana 

ipemilik icombine idapat imemilih ipadi iatau igabah iyang idiinginkan isetelah 

iberkonsultasi idengan ipemilik isawah. iAdapun ipermasalahan iyang ididapat 

ibiasanya iterdapat iperbedaan igaji iatau iupah idari iburuh imesin icombine 

iharvester i. iMisalnya, ipekerja iyang ibertugas isebagai isupir idari imesin ipemanen 

ipadi idan iagen imenerima iupah iyang ilebih itinggi idibandingkan ipekerja ibiasa. 

iSistem ipengupahan iini ibergantung ipada iketentuan idan ikebijakan ipemilik 

imesin ipemanen ipadi, iapakah iupah idibayarkan iharian, imingguan, iatau ibulanan, 

iyang iberarti ipembayaran iupah itidak ilangsung idilakukan isetelah ipekerjaan 

iselesai. iPekerja iharus imenunggu ihasil ipenjualan ipadi iuntuk imenerima 

iupahnya, ipadahal idalam ipelaksanaan ipembayaran iupah iharus idiberikan isegera 

isetelah ipekerjaan iselesai. iDalam iIslam imenganjurkan ibahwa iupah isebaiknya 

idiberikan isetelah ipekerjaan iselesai.Jadi isudah itidak iada iyang iragu, iakan itetapi 

iada ibeberapa iyang iterkadang imengeluh ikarena itidak irajin idan icara 

ipengambilan iupahnya ikurang ibaik ikarena isecara itidak isama idengan iisi idalam 

ikarung idari ipemilik isawah idengan ipemilik icombine, ipemilik icombine iakan 

imemilih ilebih ibanyak idantidak imeminta ipersetujuan ilebih idahulu idari ipemilik 

isawah ipadahal idisitu iada ipemilik isawah itersebut. iNamun, iharusnya ipemilik 

                                                           
 10 Mariasih, Junia. Sistem Upah Jasa Combine Harvester Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

(Studi Kasus Di Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji). Diss. IAIN Metro, 2023. 
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icombine iini iizin iterlebih idahulu idan imelakukan ikesepakatan ijangan iasal 

iambil isaja idan imemberitahu ikepada isupir icombine iagar ilebih irajin ilagi 

ikarena isayang ikalau ipadinya iterlindas ioleh iban icombine iitu, iwalaupun isedikit 

ikalau idikumpulkan iakan imenjadi ibanyak, imemang iakan iuntung ibagi ipemilik 

icombine itapi iakan irugi ibagi ipara ipemilik ilahan i(Sawah). 

Hasil ipenelitian itersebut imenunjukkan iterdapat ikesamaan idan iperbedaan, 

iadapun ikesamannya iialah isama-sama imeneliti imengenai ialat imesin ipemanen 

ipadi, idan iadapun iperbedannya iyaitu iperbedaan igaji iantara ipekerja, isupir, idan 

iagen iyang iberbeda isedangkan ipenelitian iini iberfokus ipada iperbedaan iberat 

itimbangan iupah imesin ipemanen ipadi idan ipemilik imesin ipemanen ipadi. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Akad 

Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-‘aqdu yang berarti. Perjanjian 

atau kontrak yang tercatat dikenal sebagai akad. Sayyid Sabiq dalam kitabnya 

"Fikih Sunnah" mendefinisikan Akad dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dan 

kesepakatan. Adapun definisi lain menyebutkan bahwa akad adalah hubungan 

antara ijab dan kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan 

berdampak pada objek perikatan. Ijab merupakan pernyataan atau ungkapan 

kesepakatan sebuah transaksi atau akad, Sementara itu, kabul adalah pernyataan 

dari pemberian pihak kedua untuk menyempurnakan akad perjanjian tersebut. 

Dalam Islam, setiap perjanjian yang melibatkan berbagai pihak atau lebih harus 

sejalan dan sesuai dengan syariat.. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap 

transaksi dan perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga 

diberkahi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, setiap akad yang 

dilakukan akan memberikan keadilan dan keberkahan bagi semua pihak yang 

terlibat.11 

                                                           
 11 Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, 

‘Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food’, 

Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2.1 (2018), h. 146 
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Dalam domain hukum Islam, terdapat dua istilah yang sering digunakan 

untuk merujuk kepada perjanjian, yaitu akad (alaqdu) dan janji (alahdu). Dalam 

konteks bahasa arab, “alaqdu” diartikan sebagai “ikatan yang mengikat”. Gemala 

Dewi dalam bukunya tentang hukum perikatan dalam Islam di Indonesia, 

Abdoerraoef menjelaskan bahwa suatu perikatan (alaqdu) terwujud melalui tiga 

tahap.12 

a. Allahdu (perjanjian), Sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imran (3):76, 

yakni pernyataan seseorang mengnai keputusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu, yang tidak terkait dengan kehendak orang lain. Janji ini, 

sesuai dengan firman Allah swt, memberikan kewajiban kepada orang yang 

mengucapkannya untuk mematuhi komitmennya. 

b. Persetujuan, yaitu pernyataan persetujuan dari pihak kedua terkait dengan 

melakukan atau tidak melakukan suatu hal sebagai respons terhadap janji 

yang telah diberikan oleh pihak pertama 

c. Jika kedua jenis janji ini dijalankan oleh paara pihak, maka akan muncul apa 

yang dikenal sebagai “aqdu”. Setelah pelaksanaan perjanjian ini, hubungan 

yang mengikat antara kedua pihak tidak lagi disebut sebagai perjanjian 

(alahdu), melainkan menjadi perikatan (alaqdu). 

Pada prinsipnya, tata cara perikatan dalam Hukum Islam tidak berbeda dengan 

prosedur perikatan dalam Hukum perdata. Menrut Kode Hukum Perdata, perikatan 

adalah “suatu hubungan hukum antara dua individuatau kelompok, di mana pihak 

satu memiliki hak untukmenuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain memiliki 

kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. “Namun, pasal 1313 Kode Hukum 

Perdata menjelaskan perjanjian sebagai “suatu tindakan  di mana satu atau lebih 

individu mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih individu lainnya.13 

                                                           
 12 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Prenada Media, 2018). h. 44 

 13 Sarvika Hasmi, ‘Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) h 38. 
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Proses perikatan dalam Hukum Perdata memiliki perbedaan dengan proses 

perikatan dalam Hukum Islam pada saat tahap perjanjian. Dalam konteks perikatan 

Islam, janji yang diberikan oleh pihak pertama berdiri sendiri tanpa keterkaitan 

langsung dengan janji pihak kedua. Oleh karena itu, proses perikatan ini melibatkan 

dua tahap. Tahap pertama adalah perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, 

yang menjadi pemicu terbentuknya perikatan menurut Hukum Perdata. 

 

a. Dasar Hukum Akad 

1) Ilahiah 

Prinsip ketauhidan memiliki nilai yang berlaku untuk seluruh kegiatan 

bermuamalat, termasuk dalam konteks perikatan.14 Penegasan ini 

ditemukan dalam Q.S. Al-Hadid/57:4: 

 

ل قَ َٱلَّذِىَھ وَ  تََِخ  و َٰ م َٰ ٱلْأ رْضَ َٱلسَّ ىَََٰث مَََّأ يَّامَ َسِتَّةََِفِىَو  ََۚٱلْع رْشََِع ل ىَٱسْت و 

اَي عْل مَ  اَٱلْأ رْضََِفِىَي لِجَ َم  م  جَ َو  اَي خْر  اَمِنْه  م  اءََِٓمِنَ َي نزِلَ َو  اَٱلسَّم  م  جَ َو  َي عْر 

ا ھ وَ ََۖفِيه  ع ك مََْو  اَأ يْنَ َم  ٱللَّّ َََۚك نت مََْم  اَو  ل ونَ َبمِ  ب صِيرَ َت عْم   
Terjemahnya: 

“Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia 

bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi 

dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang 

naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan 

Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.15 

 

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menegaskan bahwa hanya Allah yang 

menciptakan langit berlapis tujuh dan bumi yang luas, yakni seluruh alam semesta, 

dalam enam hari atau periode. Kemudian, Dia bersemayam di atas Arsy, yang berarti 

Dia menguasai dan mengatur seluruh ciptaan-Nya agar berfungsi sesuai kehendak-

                                                           
 14 Rahmani Timorita Yulianti, ‘Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak 

Syari’ah’, La_Riba, 2.1 (2008), h 97. 

 15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Cet,1,Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri), 2018. h. 538 
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Nya. Jangan mengira bahwa setelah menciptakan alam semesta, Dia mengabaikannya 

atau tidak lagi mengetahui keadaan ciptaan-Nya. Allah Maha Melihat segala yang 

kamu kerjakan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang lahir maupun 

yang batin.16 

2) Kebebasan (AlHurriyah) 

Dalam kerangka Islam, terdapat kebebasan bagi para pihak untuk 

menyusun perjanjian. Para pihak memiliki tanggung jawab untuk 

menentukan bentuk dan konten dari perjanjian tersebut.17 

3) Persamaan atau Kesetaraan (AlMusawah) 

Prinsip kesetaraan atau persamaan dijadikan landasan oleh para pihak 

untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dalam perikatan 

tersebut. 

4) Keadilan (AlAdalah) 

Adalah dilarang bagi setiap pihak untuk menyakiti yang lain. Dalam 

konteks ini, konsep keadilan didefinisikan sebagai seimbangnya 

kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

5) Kerelaan (AlRidho) 

Allah swt dalam ayat 29 Surah An-Nisa menegaskan, “Hai orang-orang 

yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama kalian dengan cara 

yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang disepakati secara 

sukarela diantara kalian. “Petunjuk ini terkait dengan prinsip kerelaan 

dalam transaksi. Selain itu, dilarang membunuh diri sendiri, karena 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian. 

6) Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq) 

Demi memastikan keuntungan bersama dan dampak positif bagi 

masyarakat setempat, kejujuran menjadi kunci yang harus diperlihatkan 

                                                           
 16 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002) Vol. 14. h 11-12 

 17 Muh In’amuzzahidin, ‘Konsep Kebebasan Dalam Islam’, At-Taqaddum, 7.2 (2017), h 260. 
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oleh para pihak selama melibatkan diri dalam perjanjian. Tindakan tidak 

jujur dalam konteks perikatan tidak dibenarkan dalam ajaran islam, 

karena dapat mengakibatkan potensi bahay terhadap kehidupan orang 

lain. 

b. Rukun dan Syarat Sahnya Akad 

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas empat hal, yaitu:18 

1) Subjek perikatan (alaqdain), lebih tepatnya, subjek perjanjian adalah 

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat 

melibatkan dua jenis pihak. Pertama, pihak mukallaf, yang merujuk kepada 

pihak yang sudah memiliki kewajiban hukum. Kedua, badan hukum, yang 

mencakup suatu entitas yang memiliki otoritas untuk bertindak sesuai 

dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum 

dengan entitas lain. 

2) Obyek perikatan (mahallulaqd), yaitu objek atau benda yang terkait juga 

merupakan elemen penting. Mahalul aqd, atau sahnya suatu perjanjian, 

membutuhkan persyaratan tertentu: 

a) Ketika perjanjian dilaksanakan, objek perjanjian sudah ada. Jika suatu 

perjanjian tidak memiliki objek, maka perjanjian tersebut dianggap 

batal. Hal ini dikarenakan sebab hukum dan konsekuensi hukum tidak 

dapat berdasarkan pasa sesuatu yang belum ada. 

b) Prinsip syariah mengakui dan memberikan legitimasi terhadap tujuan 

perikatan. Intinya, syariah menetapkan bahwa benda yang menjadi 

perikatan harus memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Barang-

barang yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak suci seperti darah, 

babi, minuman keras, atau bangkai, dianggap tidak memiliki nilai dan 

tidak memiliki manfaat bagi manusia. 

                                                           
 18 Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, ‘Fiqh Muamalat’, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, (2010). h. 55 
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c) Objek perjanjian harus dapat didentifikasi dan memiliki kejelasan. 

Aqid harus mengetahui dan memahami objek perikatan secara tegas. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahpahaman yang 

dapat menimbulkan konflik antara para pihak. Ketika objek berupa 

benda, kejelasan mengenai bentuk, fungsi, dan keadaan objek harus 

diungkap secara transparan. Jika objek perjanjian berupa jasa, penting 

bahwa kemampuan pelaksana memiliki kejelasan dan keahlian di 

bidang yang terkait. 

d) Barang yang dijanjikan dapat diterima atau diserahkan pada waktu 

yang telah disepakati atau saat akad terjadi, penyerahan barang yang 

terlibat dalam perjanjian dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk 

memudahkan penyerahan objek perjanjian bagi pihak kedua, 

disarankan agar objek perjanjian berada dibawah kendali pihak 

bertama. Dalam konteks kesepakatan yang telah terbentuk, pihak 

pertama diharapkan untuk melakukan tindakan atau memberikan jasa 

yang dianggap memenuhi persetujuan pihak kedua.19 

3) Tujuan perikatan (maudhul aqd) tujuan suatu perjanjian dan hukum yang 

disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pokok pembahasan. 

Dalam Al-Qur’ana dan hadits Nabi Muhammad saw. Allah swt secara 

jelas menetapkan tujuan akad dalam hukum Islam. Ulama fiqh 

berpendapat bahwa pencapaian tujuan akad hanya dapat terjadi jika sesuai 

dengan ketentuan syariah. Kesimpulannya, suatu akad dianggap tidak sah 

jika tidak memenuhi kriteria sesuai dengan norma syariah. Untuk 

menganggap tujuan suatu akad sebagai sah dan berdampak hukum, 

syarat-syarat berikut harus dipenuhi: 

a. Tujuan akad tidak boleh menjadi suatu kewajiban yang sudah ada bagi 

para pihak tanpa adanya akad; 

                                                           
 19 Munir Salim, ‘Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam’, Al Daulah: 

Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.2 (2017), h 383. 
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b. Tujuan harus tetap relavan dan berlaku hingga akad selesai 

dilaksanakan dan; 

c. Tujuan tersebut harus mendapat pengakuan dari segi syariah.20 

4) Ijab dan Qabul (sighat alaqd) Sighat alaqd adalah suatu istilah yang 

umum digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal 

sebagai ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran 

dari pihak pertama untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kabul 

terjadi ketika pihak kedua menerima penawaran yang diajukan oleh pihak 

pertama.21 

Dalam akad terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya akad 

tersebut, yaitu: 

a. Perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari’ah, sebagaimana 

yang telah disetujui oleh dasar hukum, dianggap tidak sah dan tidak 

dapat dibatalkan. Prinsip hukum ini didasarkan pada hadis Rasulullah 

saw, dan hadis dari Jabir bin Abdullah Ra, Imam Bukhori menyatakan 

dalam kitab Syurutuhum Bainahum, “Segala syarat yang tidak terdapat 

dalam kitab terdapat dalam Kitab Allah (Hukum Allah) dianggap tidak 

sah, meskipun sejumlah besar syarat disertakan.” 

b. Setiap individu harus memberikan persetujuan dan memiliki pilihan. 

Prinsip ini menegaskan bahwa segala transaksi harus diselenggarakan 

berdasarkan ridho atau kesepakatan antar pihak, surah An-Nisa ayat 29 

menegaskan. “ Hai orang-orang yang beriman, hindarilah 

mengonsumsi harta sesamamu dengan cara  yang tidak benar, kecuali 

melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan cara yang tidak 

benar, kecuali melalui transaksi perniagaan yang dilakukan dengan 

                                                           
 20 Ahmad Sarwat, Fiqh Jual Beli (Jakarta: Rumah Fiqih publishing, 2018), h. 28 

 21 Novi Ratna Sari, ‘Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata Dan Hukum Islam’, Jurnal Repertorium, 4.2 (2017), h 6. 
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persetujuan bersama diantara kamu.” Ayat ini juga menegaskan bahwa 

Allah Maha Penyayang kepadamu. 

c. Keharusan untuk kesederhanaan dan kemudahan pemahaman 

merupakan hal yang penting. Mengurangi potensi kesalahpahaman 

dapat tercapai melalui transaksi yang jelas.22 

1. Unsur-unsur akad 

Dalam konteks hukum ijab, unsur-unsur akad melibatkan 

pernyataan oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan suatu 

tindakan.23 Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui 

kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya. 

a. Dibenarkan oleh syara’ 

Perjanjian yang mencakup unsur riba atau melibatkan objek yang 

tidak halal akan menyebabkan menjadi tidak sah. 

b. Mempunyai akibat hukum terhadap objek perjanjian, membawa 

hak dan kewajiban yang mengikat mereka. 

c. Pertalian antara ijab dan qabul 

Hak dan kewajiban para pihak 

1. Hak 

Dalam konteks bahasa, kekuasaan yang benar terhadap suatu hal atau 

kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. 

2. Kewajiban 

Kewajiban merupakan hasil hukum dari suatu akad, yang dapat 

diartikan sebagai iltizam. iltizam, pada dasarnya, adalah konsekuensi 

hukum yang mewajibkan seseorang untuk bertindak atau tidak 

bertindak. Dalam berbagai situasi, hukum islam menyediakan 

beberapa metode untuk memenuhi iltizam, termasuk: 

                                                           
 22 Eka Nuraini Rachmawati, ‘Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di 

Pasar Modal Indonesia’, Al-’Adalah, 12.2 (2017), h. 795 

 23 H A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Prenada Media, 2019). h. 94 
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a) Hawalah, yang artinya memindahkan perhatian. Dalam keadaan 

seperti ini, pembayaran hutang harus dilakukan kepada individu 

atau pihak lain. Sebagai contoh, jika pembeli melakukan 

pembayaran kepada pihak lain, pihak tersebut kemudian 

bertanggung jawab untuk menagih atau mengurangi pembayaran 

secara langsung. 

b) Kafalah, atau sering disebut sebagai collecting, guarentee, and 

liability, merujuk kepada jaminan yang diberikan oleh 

penanggung jawab kepada pihak ketiga. Tujuannya adalah untuk 

menjamin bahwa oihak ketiga atau yang ditanggung akan 

memenuhi kewajibannya. Ini merupakan contoh dari proses 

pengalihan iltizam 

c) Taqashi, terjadi ketika sesorang yang memiliki utang tidak dapat 

menagih piutangnya karena dia sendiri memiliki utang kepada 

orang yang sebelumnya berutang padanya. Dalam situasi semacam 

ini, masing-masing dari mereka terbebani dengan tanggung 

jawabnya sendiri. 

3. Berakhirnya akad 

Suatu akad dianggap berakhir setelah mencapai tujuan, baik itu karena 

berakhirnya waktu atau karena pembatalan kedua belah pihak. Faktor-

faktor yang dapat menyebabkan fasakh melibatkan beberapa situasi, 

seperti: 

a) Pembatalan (fasakh) karena adanya hal-hal yang tidak   dibenarkan 

syara’, seperti barang yang tidak jelas dijual. 

b) Kiyar, apakah itu kiyar majelis, aib, syarat, atau tadlis, dapat menjadi 

alasan fasakh. 

c) Salah satu pihak, dengan persetujuan pihak lain, dapat membatalkan 

perjanjian karena tidak puas dengan perjanjian baru. 
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d) Ketidakenuhan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian oleh 

salah satu pihak. 

e) Berakhirnya waktu yang tidak dapat diperpanjang lagi. 

f) Tidak mendaptkan persetujuan dari pihak yang berwenang. 

g) Kematian salah satu pihak juga dapat menjadi penyebab fasakh.24 

2. Teori (Al-Ijarah) 

a. Pengertian Ijarah 

Ijarah adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang merujuk 

padakontrak atau sewa diamana salah satu pihak penyedia barang atau jasa 

kepada pihak lainnya dengan upah atau pembayaran tertentu. Adapun Ijarah 

bisa didapatkan di kehidupan sehari-hari seperti menyewa properti, kendaraan, 

atau peralatan, maupun dalam berbentuk jasa, seperti tenaga kerja. Akad ijarah 

memiliki arti yang sama dengan akad al-ijar, al-isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra’. 

Umat Islam percaya bahwa dunia ini adalah mazra’at al-akhirah (tempat untuk 

menanam kebaikan demi kehidupan akhirat nanti) yang akan mempengaruhi 

kehidupan mereka di akhirat kelak. 

Menurut kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abad, secara bahasa 

ijarah berarti jual beli manfaat. Ijarah adalah bentuk dasar (mashdar) yang 

memiliki makna serupa dengan kata al-ajr, yang berarti perbuatan (al-fi’l). Oleh 

karena itu, secara etimologis, ijarah bermakna imbalan atas suatu perbuatan. 

Sementara itu, dalam kitab Maqayis al-Lughah, disebutkan bahwa arti ijarah 

secara bahasa mengacu pada salah satu rukunnya, yaitu ujrah, yang merupakan 

imbalan atas pekerjaan.25 Pengertian ijarah secara bahasa tersebut didasarkan 

pada ayat-ayat Al-Qur’an berikut: 

Q.S. Al-Imran/ 3:195       

                                                           
 24 Zumrotul Wahidah, ‘Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, 

Tahkim, 3.2 (2020), h 23. 
25Jaih Mubarok dan Hasanuddin, Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Jual-Beli (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2018). h. 2. 
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١٩٥ نْك مَْ ... لَ  ع امِلَ  مِِّ َٓ ا ضِيْعَ  ع م  مَْ ا نِِّيَْ لا  ب ه  مَْ ر  ابَ  لَ ه   ف اسْت ج 

 

 

Terjemahanya: 

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 

“Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di 

antara kamu..,”26 

 

 Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki 

maupun perempuan, yaitu perpaduan antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan, 

tidak memiliki perbedaan dalam hal kemanusiaan dan derajat. Oleh karena itu, Allah 

tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing 

atas amal kebaikan yang sama. Penekanan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan 

Islam, keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat dijunjung 

tinggi, terutama dalam hal pahala dan balasan atas perbuatan baik. Dengan demikian, 

setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak mendapatkan penghargaan 

yang setara dari Allah atas amal kebaikan yang mereka lakukan. Ini menegaskan 

pentingnya kesetaraan gender dalam Islam, khususnya dalam konteks spiritual dan 

moral.27 

a) Syarat Al-‘ijarah 

terkait dengan syarat-syarat ijarah M. Ali Hasan menjelaskan, sangat 

gamblang, diantaranya ialah:  

1. Syarat iSyarat ibagi ikedua iorang iyang iberakad iadalah itelah ibaligh 

idan iberakal, isesuai idengan ipandangan iMazhab iSyafi'i idan iHambali. 

iOleh ikarena iitu, ijika iseseorang ibelum imencapai iusia ibaligh iatau 

itidak imemiliki iakal isehat, iseperti ianak ikecil iatau iorang idengan 

igangguan ijiwa, imelakukan ipenyewaan ihartanya iatau idirinya isebagai 

                                                           
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Cet,1,Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2018, h. 72. 

 27 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002) Vol.2. h. 317 
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ipekerja i(baik itenaga imaupun iilmu idapat idisewa), imaka iijarah 

itersebut idianggap itidak isah. iNamun, iMazhab iHanafi idan iMaliki 

imemiliki ipandangan iberbeda, idi imana imereka iberpendapat ibahwa 

iindividu iyang imelakukan iakad itidak iperlu imencapai iusia ibaligh; 

ianak iyang itelah imencapai itingkat ikedewasaan i(mumayiz) ijuga 

idiperbolehkan imelakukan iakad iijarah iselama iada ipersetujuan idari 

iwalinya. 

2. Kedua ibelah ipihak iyang iterlibat idalam iakad iharus imenyetujui idan 

isaling irela iuntuk imelaksanakan isuatu iakad iijarah. iJika isalah isatu 

ipihak iterpaksa imelakukan iakad itersebut, imaka iakad iitu itidak isah.. 

3. Manfaat iyang imenjadi iobjek iijarah iharus idijelaskan idengan ijelas 

iagar itidak imenimbulkan iperselisihan idi ikemudian ihari ijika 

imanfaatnya itidak ijelas. iJika imanfaat itersebut itidak idiuraikan idengan 

ibaik, ijika iterjadi idemikian imaka iakad iijarah idianggap itidak isah.. 

4. Objek iijarah iharus idapat idiserahkan idan idigunakan isecara ilangsung 

itanpa icacat. iKarena iitu, ipara iulama ifiqih isepakat ibahwa itidak 

idiperbolehkan imenyewa isesuatu iyang itidak ibisa idiserahkan iatau 

idimanfaatkan ilangsung ioleh ipenyewa. iSebagai icontoh, isebuah irumah 

iharus idalam ikondisi isiap ipakai. iPenyewa imemiliki ihak iuntuk 

imelanjutkan iakad itersebut iatau itidak. iJika irumah iatau itoko idisewa 

ioleh iorang ilain, imaka isetelah imasa isewanya iberakhir, ibaru ibisa 

idisewakan ikepada ipihak ilain. iPenting ijuga iuntuk imemastikan ibahwa 

iobjek iijarah iberada idalam ikondisi iyang isesuai idan idapat imemenuhi 

ikebutuhan ipenyewa iselama iperiode isewa. iJika itidak, iakad iijarah 

ibisa idianggap itidak isah. 

5. Objek iijarah iharuslah isesuatu iyang idihalalkan ioleh isyariat. iOleh 

ikarena iitu, ipara iulama ifiqih isepakat ibahwa itidak idiperbolehkan 

imenggaji itukang isihir, imenyewa iorang iuntuk imelakukan 

ipembunuhan i(seperti ipembunuh ibayaran), iatau imenyewakan irumah 
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iuntuk iaktivitas iyang idilarang iseperti iperjudian iatau iprostitusi. iSelain 

iitu, itidak idiperbolehkan ijuga imenyewakan irumah ikepada inon-

Muslim iuntuk idigunakan isebagai itempat iibadah imereka. iPenting 

iuntuk imemastikan ibahwa isemua iobjek iijarah idan iaktivitas iyang 

iterkait isesuai idengan iprinsip-prinsip isyariat iIslam iagar iakad itetap 

isah idan ibermanfaat.28 

b) Rukun Ijarah 

1. Orang yang berakad (Aqid) 

Setiap individu yang terlibat dalam akad terdiri dari dua pihak, yaitu 

Mu’jir dan Musta’jir. Mu’jir adalah orang yang menyediakan 

pekerjaan dari orang tersebut, kemudian memberikan gaji atau upah, 

sedangkan Musta’jir adalah terdapat orang yang menerima gaji atau 

upah untuk melakukan sesuatu pekerjaan  atau menyewa sesuatu. 

Bagi kedua pihak, Mu’jir dan Musta’jir, terdapat dua syarat utama: 

pertama, mereka harus memahami manfaat dari barang yang menjadi 

objek akad untuk mencegah terjadinya perselisihan; kedua, mereka 

harus berakal, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan yang 

buruk." 

2. Upah (Ujroh) 

Upah ialah gaji yang diberikan kepada orang yang telah melakukan 

pekerjaan dari orang yang telah mempekerjakannya.29 

c) Jenis Ijarah 

Ijarah dilihat dari segi objeksnya menurut ulama fikih dibagi menjadi (2) 

macam, yaitu: 

1. Ijarah iyang iberkaitan idengan imanfaat imelibatkan ipenyewaan 

ibarang iatau ibenda iyang imemiliki ikegunaan itertentu. iContohnya 

                                                           
28Hasan Akhmad Farroh, ‘Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer’ (Malang: UIN 

Maliki Press, 2018).h. 53. 
29 Hasan Akhmad Farroh. ‘Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer’ h. 53-55. 



25 
 

   
 

itermasuk isewa-menyewa irumah, itanah ipertanian, ikendaraan, 

ipakaian, iperhiasan, iatau ilahan ikosong iyang idibangun iuntuk 

ipertokoan. iDalam ikonteks iini, iobjek isewa iharus imenawarkan 

imanfaat iyang ijelas idan isesuai idengan ikebutuhan ipihak iyang 

imenyewanya. iSelain iitu, ipenting ibagi ikedua ibelah ipihak iuntuk 

imemastikan ibahwa imanfaat iyang idiperoleh idari ibarang iyang 

idisewakan isesuai idengan ikesepakatan idan itujuan iyang itelah 

idisetujui idalam iakad iijarah. iHal iini ibertujuan iuntuk imenjaga 

ikeadilan idan imencegah ipotensi iperselisihan iterkait ipenggunaan 

ibarang iselama iperiode isewa. 

2. Ijarah iyang iberkaitan idengan ipekerjaan imelibatkan ipenyewaan 

ijasa iseseorang iuntuk imelakukan itugas itertentu. iJenis iijarah iini 

isah iselama ipekerjaan iyang idilakukan ijelas idan itidak 

imengandung iunsur ipenipuan. iContoh ipekerjaan iini itermasuk 

itukang ijahit, itukang iatau ikuli ibangunan, iburuh ipabrik, idan 

isebagainya. iIjarah idalam ikonteks ipekerjaan idapat idibagi imenjadi 

idua ijenis: ipertama, iijarah ibersifat ipribadi, iseperti imenggaji iguru 

imengaji iAl-Qur’an iatau ipembantu irumah itangga; ikedua, iijarah 

idalam ibentuk ikerja isama, idi imana iindividu iatau ikelompok 

imenjual ijasa imereka iuntuk ikepentingan iumum, iseperti iburuh 

ipabrik, itukang isepatu, iatau itukang ijahit.30 

3. Dasar Hukum Ijarah 

Dasar hukum Ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan 

Al-Qur’an dan Hadis dan sebagai berikut: 

a. Q.S Al-Talaq/65:6: 

عْنَ  ...   ت وْھ نََّ ل ك مَْ ا رْض  ھ َنََّۚ ف اَٰ وْر   ...ف اِنَْ ا ج 

                                                           
30Abu Azam Al Hadi, ‘Fikih Muamalah Kontemporer’ (Rajawali pers, 2017). h. 84. 
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Terjemahnya: 

“Jika mereka menyusuhkan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada 

mereka upahnya”.31 

 

 

 

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut mengajarkan agar kalian menempatkan 

mereka di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian, tanpa menyusahkan 

atau mempersempit ruang gerak mereka. Jika mereka dalam keadaan hamil, 

berikanlah nafkah sampai mereka melahirkan. Setelah melahirkan, jika mereka 

menyusui anak kalian, berikanlah upah yang layak kepada mereka. Kalian harus 

saling toleran dan tidak bersikap keras kepala. Jika salah satu pihak menunjukkan 

sikap kikir atau keras kepala, maka wanita lain selain ibu yang diceraikan boleh 

menyusui anak tersebut untuk pihak ayah..32 

Q.S  Al-Qasas/28:26: 

رْتَ  الْق وِيَ  الْا مِيْنَ  نَِ اسْت أجْ  يْرَ  م  انََِّ خ  ۖۖ ه َاسْت أجِْرَْ  آ ب تَِ  ا يَٰ ىه م   ق ال تَْ احِْدَٰ

Terjemahnya: 

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:”Ya bapakku ambillah ia sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 

yang kamu ambil untuk bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya”33 

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang 

diuraikan oleh Ibn Taimiyah dalam bukunya as-Siyasah asy-Syar‘iyyah. Ibn Taimiyah 

dan ucapan Penguasa Mesir saat memilih dan mengangkat Nabi Yusuf AS mengacu 

pada kekuatan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, penting untuk 

mempertimbangkan terlebih dahulu bidang apa yang akan ditugaskan kepada individu 

yang dipilih. Selain itu, kepercayaan yang dimaksud melibatkan integritas pribadi, di 

                                                           
 31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 559 

 32M. Quraish Shihab "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an" Vol.14. h. 

300  
33Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 388 
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mana seseorang harus memiliki sifat amanah, menyadari bahwa apa yang ada dalam 

tangannya bukanlah milik pribadi, melainkan milik pemberi amanat. Dengan 

demikian, individu tersebut harus menjaga dan siap mengembalikannya jika diminta 

kembali. .34 

b. Al-Hadis 

ق ه َ ه َ ق بْلَ  أ نَْ ي جِفََّ ع ر   أ عْط وا الأ جِيرَ  أ جْر 

Artinya: 

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”(HR. 

Ibnu Majah) No.937.35 

adapun hadits yang kedua: 

أ عْط ىَا َو  س لَّم  ل يْهَِو  ع   َ لَّىَاللََّّ َص  َالنَّبِي  م  امًاَل مَْي عَْاحْت ج  ر  َح  ل وَْك ان  و  هَ  م  ج  طِهِ.َلَّذِيَح   

Artinya: 

“Dari Ibn’ Abbas R.A. Ia berkata: Nabi saw berbekam dan memberikan upah 

kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui 

kemakruhammya, niscaya ia tidak akan memberikan upah kepadanya” (H.R. 

Bukhari).36 

 Hadis tersebut menekankan pentingnya membayar upah pekerja segera setelah 

pekerjaan selesai, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan tidak 

menundanya. Artinya, jika kamu mempekerjakan seseorang, bayarkanlah upahnya 

tepat waktu tanpa menunda-nunda, karena menunda pembayaran berarti menahan hak 

orang lain dan dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Jika perjanjian 

menyebutkan bahwa upah dibayar setelah setiap pekerjaan selesai, maka pastikan 

untuk membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan tersebut. Begitu pula, jika upah 

                                                           
 34 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"(Vol .10 

2002). h. 334 
35Al-Hafid Ibnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani), (Jakarta: 

Pustaka Amani, 1995), 361. 

 36 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Akbar Media, 

2007). h. 240 
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harus dibayar mingguan, bulanan, atau sesuai dengan periode yang telah disepakati, 

maka penting untuk membayar hak tersebut tepat waktu. Keterlambatan dalam 

pembayaran upah tidak hanya merugikan pekerja tetapi juga melanggar prinsip 

keadilan dalam transaksi. Dengan mematuhi ketentuan ini, kita menjaga hubungan 

kerja yang adil dan menghindari potensi konflik atau ketidakpuasan dari pihak 

pekerja. 

4. Berakhirnya Akad Ijarah 

a) ijarah adalah jenis akad läzim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya Fasakh, atau pembatalan akad, dapat terjadi pada salah satu 

pihak dalam ijarah, karena ijarah adalah bentuk akad pertukaran. 

Namun, fasakh hanya berlaku jika terdapat kondisi tertentu yang 

mengharuskannya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan 

berakhir dalam beberapa situasi, seperti ketika objek yang disewakan 

hilang atau mengalami kerusakan. Contohnya termasuk jika rumah yang 

disewakan terbakar atau runtuh, atau jika pakaian yang dijahit hilang. 

Dalam kasus-kasus seperti ini, akad ijarah dianggap selesai karena objek 

yang menjadi dasar akad tidak lagi tersedia atau tidak dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

b) Akad ijarah berakhir ketika tenggat waktu yang disepakati telah selesai. 

Jika objek sewa adalah sebuah rumah, maka rumah tersebut harus 

dikembalikan kepada pemiliknya setelah masa sewa berakhir. 

Sebaliknya, jika yang disewakan adalah jasa seseorang, maka orang 

tersebut berhak menerima upah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini 

disepakati oleh seluruh ulama fiqh. 

c) Menuut ulama Hanafiyah, akad ijarah dianggap batal jika salah satu 

pihak yang terlibat meninggal dunia, dan hak serta kewajiban dalam 

akad tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Namun, 

menurut pandangan jumhur ulama, akad ijarah tetap berlaku setelah 

kematian salah satu pihak karena hak-hak dan manfaat dari akad dapat 
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diwariskan kepada ahli waris. Akad ijarah dianggap serupa dengan jual 

beli dalam hal mengikat kedua belah pihak, di mana kewajiban dan hak 

dalam akad tetap berlaku dan dapat diteruskan kepada ahli waris. 

d) Jika salah satu pihak mengalami udzur atau hambatan yang membuat 

perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akad 

ijarah dianggap batal. Misalnya, jika rumah yang disewakan disita oleh 

negara karena utang yang menumpuk, maka akad ijarah tersebut 

menjadi tidak berlaku. Udzur yang dapat membatalkan akad ijarah 

meliputi kondisi di mana salah satu pihak jatuh dalam keadaan muflis 

(bangkrut) atau jika penyewa berpindah tempat. Contohnya, jika 

seseorang dipekerjakan untuk menggali sumur di sebuah desa dan 

sebelum pekerjaan selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain, 

maka akad ijarah tersebut batal. Selain itu, apabila terjadi keadaan 

darurat atau force majeure yang menghalangi pelaksanaan akad, seperti 

bencana alam atau kebijakan pemerintah yang mendadak, akad ijarah 

juga dapat dianggap batal. Dalam semua kasus ini, penting bagi kedua 

belah pihak untuk mendiskusikan dan menyepakati solusi yang adil 

untuk menyelesaikan akad yang terpengaruh oleh udzur tersebut.37 

3. Teori Laba (Saro) 

A. Pengertian Laba 

Pengertian ilaba iSecara ioperasional, ilaba idiartikan isebagai iselisih iantara 

ipendapatan iyang idiperoleh idari itransaksi iselama isatu iperiode idan ibiaya 

iyang iterkait idengan ipendapatan itersebut. iMenurut iHarahap, ilaba iadalah 

i"kelebihan ipenghasilan idi iatas ibiaya iselama isatu iperiode iakuntansi." iDalam 

ibahasa idan ikonteks iAl-Qur'an, iAs-Sunnah, iserta ipendapat ipara iulama ifiqh, 

ilaba idapat idisimpulkan isebagai ipertambahan ipada imodal ipokok 

iperdagangan iatau itambahan inilai iyang idihasilkan idari iaktivitas ibarter iatau 

                                                           
 37 Lubis, Suhrawandi K. dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, h. 162. 
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iekspedisi idagang. iLaba imencerminkan ikeuntungan iyang idiperoleh idari 

ikegiatan ibisnis idan imerupakan iindikator iutama idari ikesehatan ifinansial 

isebuah iusaha. iOleh ikarena iitu, ilaba itidak ihanya ipenting iuntuk imenilai 

iperforma ikeuangan, itetapi ijuga iuntuk imengambil ikeputusan istrategis idalam 

ibisnis. iLaba iyang idihasilkan idapat idigunakan iuntuk ireinvestasi, ipembayaran 

idividen, iatau isebagai icadangan iuntuk imenghadapi iketidakpastian idi imasa 

idepan. 

Laba iberfungsi isebagai ialat iprediktif iyang imembantu idalam 

imenentukan ilaba idi imasa idepan iserta iperistiwa iekonomi iyang iakan idatang. 

iData ilaba idari imasa ilalu, iyang ididasarkan ipada ibiaya ihistoris idan inilai 

isaat iini, iterbukti ibermanfaat iuntuk imemproyeksikan inilai idi imasa 

imendatang. iLaba iterdiri idari ihasil ioperasional iatau ilaba irutin idan ihasil 

inonoperasional, iseperti ikeuntungan idan ikerugian iluar ibiasa, iyang ibersama-

sama imembentuk ilaba ibersih. iLaba ijuga idapat idianggap isebagai iukuran 

iefisiensi, imenggambarkan ibagaimana imanajemen imengelola isumber idaya 

iperusahaan. iSelain iitu, ilaba imenjadi iindikator ikepengurusan i(stewardship) 

iyang imencerminkan ibagaimana imanajemen imenjalankan ioperasional 

iperusahaan idengan iefisien..38 

B. Hukum Asal Pengambilan Keuntungan Laba 

Asal Mencari keuntungan secara umum diperbolehkan dalam syariat, 

kecuali jika cara yang digunakan melanggar prinsip-prinsip yang mempengaruhi 

keabsahan dan kehalalan transaksi bisnis. Laba atau keuntungan adalah selisih 

antara harga jual barang dan harga belinya, setelah memperhitungkan biaya 

operasional terkait perdagangan. Laba merupakan hasil akhir atau tujuan yang 

ingin dicapai dari proses transaksi jual beli. Keuntungan ini tidak hanya 

mencerminkan kesuksesan finansial, tetapi juga berfungsi sebagai indikator 

                                                           
 38 Epri Ayu Hapsari, ‘Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba (Studi 

Kasus: Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001 Sampai Dengan 

2005)’ (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2007). 
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efektivitas strategi bisnis dan manajemen. Dengan mematuhi prinsip-prinsip 

syariah, para pelaku bisnis dapat memastikan bahwa pencapaian laba dilakukan 

secara etis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjaga integritas dan 

keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.. Di dalam al-Qur‟ān surat an-Nisā ayat 

29 disebutkan:  

ال ك مَْب َ اَا مْو  َت أكْ ل وْٓ ن وْاَلا  م  َاَٰ اَالَّذِيْن  آ ي ه  ارَ يَٰ َتِج  َٓا نَْت ك وْن  َيْن ك مَْباِلْب اطِلَِاِلاَّ نْك مْْۗ َمِِّ اض  نَْت ر  ةًَع 

َاٰللََّ      َانَِّ مْْۗ اَا نْف س ك  َت قْت ل وْٓ لا  حِيْمًاو  َبكِ مَْر  ان  َك    

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.39 

 Dalam iTafsir iAl-Mishbah imenurut iQuraish iShihab iAyat itersebut 

imemberikan ikejelasan ibahwa iAllah iSWT imelarang iaktivitas iperdagangan iyang 

imelibatkan ipengambilan ihak iorang ilain isecara itidak isah imenurut ihukum 

iIslam. iTransaksi idengan iorang ilain iharus iberdasarkan ikerelaan idan ikeikhlasan 

idari isemua ipihak, iserta imematuhi iketentuan iagama. iDalam ihal iini, isetiap 

itransaksi iharus idilakukan isecara itransparan idan iadil, itanpa iadanya iunsur 

ipenipuan iatau ieksploitasi iyang idapat imerugikan isalah isatu ipihak. iPenting 

iuntuk imemastikan ibahwa isemua iperjanjian idan ikesepakatan idalam itransaksi 

idipahami idan idisepakati ioleh ikedua ibelah ipihak iuntuk imenghindari isengketa 

idi imasa idepan. iDengan imengikuti iprinsip-prinsip iini, itidak ihanya ihak isetiap 

ipihak idapat iterlindungi, itetapi ijuga ihubungan ibisnis iakan iberlangsung idengan 

iintegritas idan isaling imenghormati. iPenerapan iprinsip-prinsip isyariah idalam 

itransaksi ibisnis iberkontribusi ipada ikeadilan isosial idan ikeberkahan idalam 

iusaha, iserta imenciptakan ilingkungan iekonomi iyang isehat idan ietis. 

                                                           
 39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 83. 
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 Selain iitu, iprinsip iini imenekankan ipentingnya iintegritas idan ikejujuran 

idalam isetiap iaspek imuamalah. iPara ipihak iyang iterlibat idalam itransaksi iharus 

imemastikan ibahwa isegala ipersyaratan idan ikesepakatan idipenuhi idengan ipenuh 

itanggung ijawab idan ikeadilan. iDengan idemikian, itransaksi itersebut itidak ihanya 

isah idi imata imanusia, itetapi ijuga imendapat iberkah idan iridha idari iAllah 

iSWT.Lebih ijauh ilagi, idalam ipraktik ibermuamalah, imenjaga ihak-hak iorang 

ilain idan imenghindari isegala ibentuk iketidakadilan imerupakan irefleksi idari 

iakhlak iyang ibaik idan iketakwaan ikepada iAllah iSWT. iKetika ipara ipelaku 

itransaksi imematuhi iprinsip-prinsip iini, imereka iturut iberkontribusi idalam 

imembangun imasyarakat iyang iadil, isejahtera, idan iharmonis. iIni isesuai idengan 

itujuan iutama isyariat iIslam iyang ibertujuan iuntuk imemelihara ilima ihal ipokok 

i(maqashid isyariah): iagama, ijiwa, iakal, iketurunan, idan iharta. 

Dengan imenerapkan iprinsip-prinsip iini, ipara ipelaku ibisnis idan 

imasyarakat iluas idapat imenciptakan ilingkungan iekonomi iyang isehat idan 

iproduktif, idi imana isetiap iindividu imerasa iaman idan idihargai idalam isetiap 

itransaksi iyang imereka ilakukan. iHal iini itidak ihanya imeningkatkan ikepercayaan 

iantar iindividu, itetapi ijuga imemperkuat ijaringan isosial idan iekonomi iyang 

ilebih iluas, isehingga imembawa ikemaslahatan ibagi iseluruh imasyarakat. 40 

Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 282 turun setelah hijrah dimana diperintahkan 

untuk menuliskan hutang: 

َٓ َالَِٰ اَاِذ اَت د اي نْت مَْبِد يْن  ن وْٓ م  َاَٰ اَالَّذِيْن  آ ي ه  َيَٰ ىَف اكْت ب وْه ْۗ س مًّ َم  ل  لْي كْت بَْبَّىَا ج  َباِلْع دْلَِۖو  يْن ك مَْك اتِب ٌۢ  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk 

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.”41 

                                                           
 40 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002) Vol.2. h. 411. 

 41 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 48 
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 Dalam Tafsir Al-Mishbah menurut Quraish Shihab Larangan mengambil 

keuntungan melalui riba dan perintah untuk bersedekah dapat menimbulkan kesan 

bahwa Al-Qur'an tidak mendukung orang yang memiliki atau mengumpulkan harta. 

Namun, kesan tersebut dapat dihapuskan melalui ayat ini, yang mengarahkan agar 

harta dipelihara dengan menulis dan menyaksikan transaksi hutang-piutang, 

meskipun jumlahnya kecil. Jika kesan tersebut benar, tentu tidak akan ada perintah 

yang begitu rinci mengenai penulisan dan pemeliharaan hutang-piutang. Sebaliknya, 

ayat sebelumnya memberikan nasihat Ilahi kepada pemilik utang untuk tidak 

menuntut pembayaran dari orang yang sedang menghadapi kesulitan. Nasihat ini 

dilanjutkan dengan ayat ini, yang menekankan pentingnya menulis transaksi hutang-

piutang untuk menjaga harta dan mencegah kesalahpahaman, serta memberikan 

tuntunan terkait hal tersebut.42 

C. Batasan Laba Pada Transaksi Jual Beli 

Perlu idibedakan iantara ipenjual iyang imenjual idalam ijumlah ikecil 

i(eceran) idan ipenjual iyang imenjual idalam ijumlah ibesar i(grosir), iserta iantara 

imodal ikecil idan imodal ibesar; ikarena ikeuntungan ikecil ibagi ipemilik imodal 

ibesar isudah icukup imemadai. iSelain iitu, iperbedaan ijuga iharus idiperhatikan 

iantara ipenjual iyang imelakukan itransaksi isecara itunai idengan ipenjual iyang 

imenawarkan ikredit. iUmumnya, ipenjualan itunai iakan imenghasilkan ikeuntungan 

iyang ilebih ikecil, isementara ipenjualan idengan isistem ikredit ibiasanya imemiliki 

imargin ilaba iyang ilebih itinggi. iHal iini idisebabkan ioleh irisiko itambahan, 

iseperti ikemungkinan ipembeli imengalami ikesulitan ikeuangan, imenunda-nunda 

ipembayaran, iatau ibahkan ikehilangan ibarang ikarena ikerusakan iatau ikehilangan 

iselama iperiode ipembayaran. iRisiko iini imenjadi ilebih isignifikan ijika ibarang 

imengalami ikerusakan isebelum ipembayaran idilakukan.Oleh ikarena iitu, ipenting 

ibagi ipenjual iuntuk imempertimbangkan ijenis itransaksi idan irisiko iyang iterkait 

idalam imenentukan istrategi iharga idan ikeuntungan. iPenjual iharus imenilai 

                                                           
 42 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002) Vol.1. h. 282. 
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idengan icermat iantara imemilih isistem itunai iatau ikredit iberdasarkan ijenis 

ibarang, ijumlah itransaksi, iserta ikondisi ipasar. iDengan ipemahaman iyang itepat 

imengenai iperbedaan iini, ipenjual idapat imemitigasi irisiko idan imengoptimalkan 

ikeuntungan isecara ilebih iefektif, isambil imenjaga ikeberlanjutan iusaha idan 

ikepuasan ipelanggan. 

Yusūf Qardhāwi mengatakan:  

Mayoritas ulama telah mengizinkan adanya kenaikan harga ketika pembayaran 

ditunda dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sejak awal transaksi, 

dengan ketentuan dan batasan yang jelas bagi kedua belah pihak. Situasi ini 

berlawanan dengan jual beli salam, di mana barang dijual dengan harga yang lebih 

rendah dari harga pasar.43 

C. Kerangka Konseptual 

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Praktik Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi, Kelurahan Lanrisang, Kabupaten 

Pinrang”. Adapun dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari 

judul tersebut. 

1) Praktik  

Praktik adalah tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau hal lainnya untuk 

mencapai tujuan tertentu dan memenuhi suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah merencanakan dan 

menyusunnya sebelumnya. 

2) Pengupahan 

Pengupahan merujuk pada hak setiap pekerja untuk mendapatkan penghasilan 

yang layak dan manusiawi. Penghasilan yang layak adalah pendapatan yang 

diperoleh pekerja dari hasil kerjanya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan keluarganya secara wajar. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti 

                                                           
 43 Yusuf Qardhawi, “Apakah dalam laba ada batasan?”, Majalah Majma ‘Fiqh al-Islami, 

Tahun ke-2, Edisi ke IV. 
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makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, serta kesehatan dan 

jaminan hari tua. 

3) Gabah  

Gabah padi adalah istilah yang merujuk pada biji padi yang masih terbungkus 

oleh sekam atau kulit luar. Gabah merupakan hasil dari proses panen tanaman 

padi, di mana bulir-bulir padi dipisahkan dari batangnya. Sekam adalah lapisan 

pelindung keras yang melapisi biji padi dan harus dihilangkan melalui proses 

penggilingan untuk menghasilkan beras yang siap dikonsumsi. Gabah padi 

adalah bentuk awal dari padi sebelum melalui tahapan pengolahan lebih lanjut 

untuk dijadikan beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari..44 

4) Pemilik Mesin Pemanen Padi 

Pemilik mesin pemanen padi atau masyarakat sekitar menyebutnya oto 

passangking atau combine harvester. Pemilik mesin pemanen padi tersebut 

memanen padi milik petani jika sudah siap panen dikarenakan alat tersebut 

mempermudah proses panen menjadi lebih cepat. 

5) Hukum Ekonomi Syariah. 

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur kegiatan 

ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip 

ini mencakup keadilan, transparansi, dan kesetaraan, serta larangan terhadap 

riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hukum ekonomi 

syariah mengatur berbagai aspek transaksi dan aktivitas ekonomi, termasuk 

perbankan, investasi, perdagangan, dan asuransi, dengan tujuan menciptakan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. 

D. Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang membantu dalam 

mengorganisasi dan mengatur pemikiran dalam proses pemecahan masalah atau 

analisis. Kerangka berpikir digunakan untuk menjelaskan, merumuskan, dan 

                                                           
 44 https://id. wikipedia.org/wiki/Gabah(30 Oktober2023) 

https://id/
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memvisualisasikan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang 

relevan dengan topik yang sedang dipelajari..45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
45 Jamaluddin Ahmad, ‘Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi’, 2015. 

h.189. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian iini iadalah ipenelitian ilapangan iatau ifield iresearch iyakni 

ipenelitian iyang idilaksanakan isecara isistematis iuntuk imengambil idata idi 

ilapangan. iDengan ipendekatan imenggunakan iPenelitian ikualitatif iadalah ijenis 

ipenelitian iyang ibertujuan iuntuk imemahami ifenomena isosial iatau imanusia 

idengan icara imengeksplorasi iperspektif, ipengalaman, idan imakna iyang 

idiberikan ioleh iindividu iatau ikelompok iterhadap isuatu imasalah. iPenelitian iini 

ibiasanya imenghasilkan idata inon-numerik iyang ikaya idan imendalam, iseperti 

iwawancara, iobservasi, icatatan ilapangan, idan ianalisis idokumen.46 iOleh isebab 

iitu, ipenelitian ikualitatif idituntut iuntuk imelakukan iobservasi iterhadap isetting 

isosial idi imana ikasus iyang iditelitinya iitu iterjadi, iharus imasuk ipada isetting 

isosialnya, imengobservasi isemua ifenomena iyan ireleven idengan ifokus, isekecil 

iapapun ifenomenanya. iMengobservasi isemua iteks, idokumen iyang ireleven 

idengan ifenomena iyang idiamat, ibahkan iberbagai iartefak iyang iterkait, isejauh 

iitu iada idalam ifenomena imereka, ireleven idengan ifokus ipengamatan, iharus 

idiamati, idimaknai, idan idiinterpretasi iuntuk imenjadi iteori.47 

Adapun ipenelitian idengan ipendekatan iini imenjelaskan isituasi iyang 

iterjadi idi ilapangan iatau ilokasi ipenelitian. iSelain iitu, isebagai isebuah ikarya, 

ipenelitian iini ijuga imelibatkan istudi ipustaka idengan imenggunakan ibuku-buku 

iyang irelevan idengan itopik iyang idibahas.. iDan ialasan ipeneliti imenggunakan 

ipenelilitian ikualitatif iini ikarena ipeneliti iberusaha imemaparkan ihasil ipenelitian 

idi ilapangan isesuai idengan ikondisi ialamiah isubjek iyang iditeliti iterkait idengan 

                                                           
 46 R. Anisya Dwi Septiani, Widjojoko, and Deni Wardana, ‘Implementasi Program Literasi 

Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca’, Jurnal 

Persada, III.3 (2020), h. 130. 

 47 Dede Rosyada, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan (Prenada Media, 2020). h. 29 
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ipraktik ipengupahan ipada imesin ipemanen ipadi ipada imasyarakat iKelurahan 

iLanrisang.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Lanrisang, Kabupaten 

Pinrang. Adapun lokasi ini dipilih karena penulis tertarik meneliti mengenai proses 

pengupahan dalam mesin pemanen padi. Penulis memerlukan waktu sekitar 45 hari 

lamanya dan disesuaikan kebutuhan peneliti.  

C. Fokus Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada saat proses panen gabah 

dimana upah gabah yang dimiliki pekerja mesin pemanen padi memiliki berat yang 

berbeda dengan gabah milik petani. 

D. Jenis dan Sumber Data  

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer 

dan sekunder: 

1. Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya, artinya 

data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara penulis 

dengan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Pengumoulan data 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu survey, observasi, wawancara dan 

eksperimen serta dokumentasi. Sumber data Sumber data primer pada 

penelitian ini adalah dengan wawancara yang dilakukan kepada para 

pemilik mesin pemanen padi maupun petani di Kelurahan Lanrisang.  

2. Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan 

dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang sedang melakukan 

penelitian saat ini. Data ini tersedia dari sumber-sumber yang ada dan 

digunakan untuk tujuan analisis lebih lanjut Adapun sumber data yang 
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didapatkan  dari Al-Qur’an, sunnah, ijma’ulama, buku/jurnal dan lain-

lainnya.48 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah metode dan prosedur yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah penelitian. 

Teknik ini bervariasi tergantung pada jenis penelitian (kualitatif atau kuantitatif), 

tujuan penelitian, dan sumber data. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data 

yang umum digunakan. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan 

penelitian yang telah ditentukan.49 

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung 

mengamati dan mencatat perilaku, kejadian, atau kondisi yang terjadi dalam 

lingkungan alami atau dalam situasi yang telah dirancang. Teknik ini sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam 

tentang subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mengunjungi atau 

mendata pemilik sawah dan yang punya mesin pemanen padi mengenai praktik 

pengupahan pada mesin pemanen padi. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara lansung antara 

pewawancara dengan responden. Data dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, 

pendapatan, keinginan, dan pengalaman. Peneliti harus merencanakan dan 

mempersiapkan secara kelompok/perorangan atau wawancara kelompok/grup, 

kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.50 

Pada wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang atau 

lebih, dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses 

pemecahan masalah tertentu. Metode ini dilakukan agar peneliti dapat 

memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai praktik pengupahan 

                                                           
48 M.M Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si, Amirullah, SE., Metode Penelitian Bisnis Pendekatan 

Kuantitatif & Kualitatif (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021). 

 49 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis-Paragidma Kuantitati (Grasindo, 2005). h. 168 
50Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta, 2008). h. 58 
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pada mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Untuk 

mendapatkan informasi tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada 

para petani dan pemilik mesin pemanen padi (combine harvester) di Kel. 

Lanrisang, Kab. Pinrang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah bukti atau pengumpulan data yang dilakukan penelitian 

untuk memenuhi persyaratan penulis, adapun bukti dokumentasi seperti 

berupadokumen, foto, catatan, dan bahan-bahan lainnya. 

F. Uji Keabsahan data 

 Uji keabsahan data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian benar-benar valid, andal, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data melibatkan 

beberapa metode, seperti triangulasi untuk mengecek konsistensi hasil melalui 

berbagai sumber dan teknik, serta member check yang melibatkan verifikasi oleh 

responden untuk memastikan akurasi data dan interpretasi. Selain itu, penting juga 

untuk melakukan uji transferabilitas, yaitu mengukur sejauh mana temuan penelitian 

dapat diterapkan pada konteks lain, serta uji dependabilitas dan konfirmabilitas untuk 

memastikan stabilitas dan objektivitas data.51 

G. Teknik Analisis Data 

1. Penyederhanaan data (data reduction) 

Analisis data dalam penelitian kualitatif sebelum ke lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak 

dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.  

2. Penyajian data (Data display) 

Adalah proses pemilihan, mencari tema, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan merangkum data serta memilih hal-hal yang pokok dan 

membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlansung secara 

                                                           
51Muhammad Kamal Zubair, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Parepare: IAIN Parepare 

Nusantara Press, 2020). h. 48 
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terus-menerus hingga penelitian lapangan mencapai pada laporan akhir yang 

lengkap dan tersusun. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan adalah proses dalam penelitian di mana peneliti membuat 

pernyataan atau generalisasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan 

dianalisis. Proses ini melibatkan mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren 

yang muncul dari data, serta menginterpretasikan makna dan implikasi dari 

temuan tersebut dalam konteks penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

 

BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Praktek Pengupahan Pada Mesin Pemanen Padi di Kelurahan Lanrisang 

Kabupaten Pinrang 

Muamalah iadalah isalah isatu irukun iIslam iyang imengatur iinteraksi iantara 

iindividu idengan iindividu ilainnya. iSalah isatu ibentuk idari iaktivitas imuamalah 

iadalah iijarah. iIjarah imerupakan iakad isewa-menyewa, idi imana ipenyewa 

imemperoleh imanfaat idari ibarang iyang idisewakan idan ipemilik ibarang 

imenerima iupah iatau iimbalan. iIjarah iadalah ikegiatan imuamalah iyang iumum 

idijumpai idalam ikehidupan isehari-hari. iKonsep iijarah, iatau isewa-menyewa, 

isangat imembantu ikarena imemungkinkan iseseorang iyang ibelum imampu 

imembeli isuatu ibarang iyang idibutuhkannya iuntuk imendapatkannya imelalui 

ipenyewaan.52 

Seperti ihalnya iyang idilakukan ioleh imasyarakat iKelurahan iLanrisang 

ipada isaat ipanen, ipemilik isawah imempekerjakan iburuh imesin ipemanen ipadi 

iuntuk imenanen ipadi idi isawahnya. iDengan idemikian, iproses ipanen ipadi ijadi 

ilebih icepat idan iefisien, imengurangi itenaga idan iwaktu iyang idiperlukan iuntuk 

imenyelesaikan ipekerjaan itersebut. iSelain iitu, ipenggunaan iburuh imesin 

ipemanen ipadi ijuga imembantu imeningkatkan iproduktivitas idan imemastikan 

ibahwa ihasil ipanen idapat idikumpulkan idengan icepat, imengurangi irisiko 

ikerugian iakibat icuaca iatau ifaktor ilainnya. iUpah iyang idiberikan ikepada iburuh 

imesin ipemanen ipadi imerupakan ibentuk ipenghargaan iatas ijasa idan 

iketerampilan iyang imereka iberikan, isehingga itercipta ihubungan isaling 

imenguntungkan iantara ipemilik isawah idan ipemilik imesin ipemanen ipadi.  

 

                                                           
 52 Mawar Jannati Al Fasiri, ‘Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah’, Ecopreneur: Jurnal 

Program Studi Ekonomi Syariah, 2.2 (2021), h. 237. 
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Di Kelurahan Lanrisang, praktik pengupahan mesin pemanen padi sudah 

berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Banyak petani di daerah ini mulai 

memanfaatkan mesin pemanen padi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses 

panen. Salah satu petani yang kami wawancarai, Sardi T, menjelaskan bahwa 

penggunaan mesin pemanen padi telah membawa perubahan signifikan dalam cara 

mereka bekerja. Sardi T menyebutkan, 

“Anana mopa nakumaccio maggalung, barang tammaka smp mammulana 

mattanra galung. Tahun 1962 na kujaji, jadi kira-kira limappulo ni taung 

kumaggalung. Jadi ku meloni isangking asewe, kuhubungi punnana oto 

passangking appanna wadding isangking aseku.” 

Artinya: 

 “Sejak saya masih kecil, saya sudah ikut bekerja di sawah. Setelah saya tamat 

sekolah menengah pertama, saya mulai menjadi petani sawah. Saya lahir pada 

tahun 1962, jadi saya sudah hampir 50 tahun lebih berpengalaman sebagai 

petani sawah. Ketika gabah saya sudah siap dipanen, saya biasanya 

menghubungi pemilik mobil pemanen gabah untuk menanyakan kapan 

mereka bisa melakukan panen gabah saya”.53 

 

Mengenai hal tersebut, salah satu petani Hasyim  mengukapkan hal yang sama 

dalam wawancaranya bahwa: 

“Taung 2000 mopi nakumanjadi paggalung jadi kumelo irekeng rekeng metta 

ettani kumanjadi paggalung.  Ero kumelo isangking aseku biasanna kuhubungi 

mi pangoto passangking appanna pi na isangking i aseku. biasa to iku angkani 

manre ko bali galung e, biasa e sadiani lo galung ku untuk sangking i.”  

Artinya: 

 “Tahun 2000 saya sudah mulai menjadi petani jadi kalau dihitung-hitung 

sudah lama saya jadi petani. Saat saya hendak panen saya biasanya 

menghubungi pemilik mesin pemanen padi untuk menanyakan ketersediaan 

waktu panen padi saya. Jika mesin pemanen sudah digunakan di sawah yang 

berdekatan, mereka dengan sigap akan bergegas ke sawah saya untuk segera 

memanen padi.”54 

 

  Sejak kecil, Sardi T telah bekerja di sawah dan mulai menjadi petani penuh 

waktu setelah tamat sekolah menengah pertama. Lahir pada tahun 1962, Sardi T 

                                                           
 53 Sardi T, Petani, Wawancara di Kessie, 24 Juni 2024. 

 54 Hasyim, Petani, Wawancara di Jampue, 24 Juni 2024. 
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memiliki lebih dari 50 tahun pengalaman sebagai petani sawah. Pada tahun 2000, ia 

mulai sepenuhnya beralih menjadi petani. Saat gabahnya siap dipanen, Sardi T 

biasanya menghubungi pemilik mesin pemanen padi untuk menanyakan ketersediaan 

mereka. Jika mesin pemanen sedang digunakan di sawah terdekat, mereka akan 

segera bergegas ke sawah Sardi T untuk memanen padinya. 

  Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa para petani 

mengambil inisiatif untuk menghubungi atau menelepon pemilik mesin pemanen padi 

ketika padi mereka siap panen. Mereka melakukan ini untuk menanyakan kapan 

waktu yang tepat bagi pemilik mesin pemanen untuk datang dan memanen padi milik 

mereka. Dengan demikian, para petani dapat memastikan bahwa padi mereka dipanen 

pada waktu yang optimal. Adapun besaran biaya yang digunakan petani pada saat 

memulai menanam padi sampai panen. Dimana dikemukakan oleh Aswan dalam 

wawancaranya bahwa: 

“Tergantung muto pole loanna galung e, Misalkan seddinna hetto kalo angka 

dompeng rialeta deto namega biasanna sekitar dua juta sitangnga, sedangkan 

kalo dompengna taue biasa nanre sekitar tallujuta delapan ratus ipassu 

sampaina panen, itupun tergantung pole lasanna asewe biasa to mega racung 

nanre. 

Artinya: 

“Tergantung juga dari luas sawah, Misalkan dalam 1 hektarnya jika kita 

memiliki traktor sendiri biasanya biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak 

sekitar2,5 juta, sedangkan kalau kalau kita tidak memiliki traktor  sekitaran 

3,8 juta rupiah biaya yang dikeluarkan sampai panen termasuk pupuk sama 

racun hama, namun  itu juga tergantung dari penyakit atau hama dari padi 

tersebut.”  

 

Adapun yang dijelaskan petani Hasyim selaku petani menjeleaskan bahwa: 

“Ongkosona biasa e ilalangna seddie hetto biasanna sekitar dua juta sitangnga 

ero pun kalo angka dompengta, kalau degga dompengta biasa sekitar tallujuta 

delapan ratus angkamananni racunna sibawa pupuk. Tapi tergantung to pole 

racung e apa beda beda alinna ko laing toi lasanna asewe.”  

Artinya: 

“Ongkos atau biaya dalam satu hektarnya biasanya sekitar 2,5 juta itupun 

kalau kita memiliki traktor, kalau kita tidak mempunyai traktor biasa sekitar 
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3,8 juta itu sudah termasuk racun dan pupuk padi tersebut. Adapun biasanya 

berbeda kalau racun yang berbeda kalau hama dari padi tersebut berbeda.”  

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jika petani 

tidak memiliki traktor pribadi maka biaya yang dikeluarkan juga besar berbeda jika 

memiliki traktor pribadi. Adapun biaya keseluruhan yang tidak menentu dikarenakan 

disesuaikan dari racun yang dipakai untuk mengatasi hama tersebut. 

 Adapun dari pihak pemilik mesin pemanen padi mengemukakan hal yang 

hampir sama dengan apa yang dijelaskan para petani untuk memanen padi mereka 

sebagaiamana yang dikatakan Ardiansyah selaku pemilik mesin pemanen padi dalam 

wawancaranya bahwa: 

“Iya biasanna nahubungi ma atau matelpong i paggalung e iye meloe 

isangking asena. Biasa e ku dekusempa jadi kupodang mi paggalung e 

sappanaki pangoto laing e jolo, apana biasa to sibelang i manre oto e. jadi 

biasa kueleng i kontak pangoto laing e iye angkae wadding koro, supaya de 

naterlambat kesi paggalung e sangking i asena. Supaya ipastikan i kebuuthan 

panen e ko wilayah e ro wadding masiga selesai. “ 

 

 

Artinya: 

"Saya sebagai pemilik mesin pemanen padi biasanya dihubungi atau ditelepon 

oleh petani yang ingin memanen padinya. Jika saya tidak sempat memanen 

padi tersebut, saya akan memberitahu petani untuk mencari pemilik mesin 

pemanen padi yang lain, karena lokasi panen saya biasanya berjauhan dengan 

para petani. Dalam situasi seperti itu, saya juga sering memberikan 

rekomendasi kontak pemilik mesin pemanen lain yang mungkin bisa 

membantu, agar para petani tidak mengalami keterlambatan dalam proses 

panen mereka. Agar memastikan bahwa kebutuhan panen di wilayah tersebut 

dapat terpenuhi dengan lancar dan tepat waktu.”55 

 

 Adapun wawancara yang dikemukakan oleh pemilik mesin pemanen padi 

lainnya bernama Deni Hidayah bahwa: 

“Paggalung e mi biasa hubungi nomoroku atau biasa to langsung lo bolae 

makkutanang i galung na melo e isangking, yako ero marepe e isangking 

asena matelpon mi.” 

Artinya: 

                                                           
 55 Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, Wawancara di Kessie, 25 Juni 2024 
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 “Para petani menghubungi nomor saya atau petani tersebut langsung kerumah 

menanyakan lokasi sawahnya untuk dipanen, kalau langganan yang sering 

dipanen sawahnya dia hanya menelepon .”56 

  

 Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa, pemilik 

mesin pemanen padi biasanya dihubungi atau ditelepon oleh petani yang ingin 

memanen padinya. Jika saya tidak sempat memanen padi tersebut, saya akan 

memberitahu petani untuk mencari pemilik mesin pemanen padi yang lain, karena 

lokasi panen saya biasanya berjauhan dengan para petani. Dalam situasi seperti itu, 

saya juga sering memberikan rekomendasi kontak pemilik mesin pemanen lain yang 

mungkin bisa membantu, agar para petani tidak mengalami keterlambatan dalam 

proses panen mereka.. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi langsung dalam 

memastikan proses panen berjalan lancar. 

 Pada saat proses panen padi, pemilik mesin pemanen padi dan petani biasanya 

melihat atau menyaksikan proses padi dipanen di lokasi. Hal ini memastikan bahwa 

panen dilakukan dengan baik dan sesuai standar yang diharapkan, serta 

memungkinkan untuk penyesuaian atau perbaikan jika diperlukan dalam proses panen 

tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Ardiansyah dalam wawancaranya bahwa: 

 “Yako melo ni isangking angka i paggalung e mitai. Kalo gannani 12 karung 

massuni sarona sikarung, jadi ero sikarung e saro ta na idi pangotoe. Iku 

purani isangking paggalung e matu balukang ki ko padangkang gabah e ku 

purani iwaja paggalung e matu bawai doina” 

Artinya: 

 “Pada saat proses panen petani akan menyaksikan padi nya di panen, jika 

gabah sudah cukup 12 karung maka upah akan dikeluarkan 1 karung, jadi 

yang satu karung itu akan diambil jadi upah kami pemilik mesin pemanen 

padi. Kemudian jika selesai sudah dipanen maka akan dijualkan oleh petani 

kepada pembeli gabah setelah dibayar maka petani akan membawakan kami 

uangnya.57 

 

 Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Deni Hidayah selaku pemilik mesin 

pemanen padi mengatakan bahwa: 

                                                           
 56 Deni Hidayah, Pemilik mesin pemanen padi, Wawancara di Kessie, 26 Juni 2024 
 57 Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, Wawancara di Kessie, 25 Juni 2024. 
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“Yako mappassangking ni taue, biasanna kupodang i paggalung lo mitai asena 

isangking. Ero saro na biasa e 12 karung, massui sikarung saro na. Jadi 

ipodang i supaya napercayaki sebagai kerja sama e sibawa paggalung.” 

Artinya: 

“Dalam proses panen padi, saya sebagai pemilik mesin pemanen padi 

biasanya menghubungi petani datang untuk menyaksikan proses panen di 

sawah miliknya. Adapun upah yang kami patok adalah setiap 12 karung gabah 

yang dipanen, maka satu karung gabah dikeluarkan sebagai upahnya. Hal ini 

bertujuan untuk memastikan transparansi dan kepuasan petani terhadap hasil 

panen yang mereka peroleh, serta untuk membangun hubungan kerjasama 

yang baik bersama petani.58 

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas proses panen padi melibatkan kerjasama 

antara pemilik mesin pemanen padi dan petani. Petani mengawasi langsung proses 

panen di sawahnya dan menerima upah berupa satu karung gabah setiap 12 karung 

yang dipanen. Setelah panen selesai, gabah dijual oleh petani dan hasilnya dibagi, di 

mana pembayaran untuk mesin pemanen padi dibawa kembali kepada pemiliknya 

oleh petani. Ini menciptakan siklus kerja sama yang saling menguntungkan antara 

kedua belah pihak, memastikan kepuasan dan transparansi dalam pembagian hasil 

panen. Pada saat penjualan gabah sebagaiamana dijelaskan oleh petani Sardi T dalam 

wawancaranya: 

“Iku timbang ini gabah e ko pdangkang e, tana na lalangna sikarung e 

biasanna 105kg- 115kg, sedangkan saro oto e biasanna sekitar115kg-125kg 

lalangna sikarung e. Tapi idi paggalung de na ipikkiriki melo maki ku masiga 

i isangking asewe supaya de namasolang kualitasna asewe. Idi paggalung 

meloki yako masigai isangking asewe, barang masiga namakanja to asewe.”  

Artinya: 

 “Pada saat penimbangan gabah dilakukan kepada pedagang gabah, berat 

gabah dalam satu karungnya memiliki rata-rata sekitar 105kg-115kg, 

sedangkan upah mesin pemanen padi biasanya memiliki berat sekitar 115kg-

125kg dalam satu karungnya. Kami petani tidak memikirkan itu lagi kami 

hanya ingin jika padi dipanen secepatnya untuk menjaga kualitas padi. Oleh 

karena itu, kami lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi dalam proses 

panen, demi menjaga kualitas dan hasil panen yang optimal.  

 

Selain itu dijelaskan juga oleh petani lainnya Aswan, menjelaskan  bahwa: 

                                                           
 58 Deni Hidayah, Pemilik mesin pemanen padi, Wawancara di Kessie, 26 Juni 2024. 
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“Iku angkani padangkang e, idi paggalung e balukang i saro oto passangking e 

kalau angkai padangkang e malai. biasa kalo itimbang ni denapada pada 

manang isena karung e.” 

Artinya: 

 “Jika pedagang gabah sudah tiba maka kami petani akan menjual gabah dan 

upah mobil mesin pemanen padi kalau pedagang gabah sudah datang 

mengambilnya. Pada saat ditimbang berat perkarungnya biasa berbeda 

beda.”59 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, pemilik mesin pemanen 

menjadi dasar tolong menolong. Pemilik mesin pemanen padi juga merasa kasihan 

jika petani sudah saatnya panen susah mencari mesin pemanen padi untuk dipanen 

padinya, jika terlambat dipanen maka biasa diserang hama dan menjadikan kualitas 

padi jadi menurun. Dari pihak petani berpendapat bahwa tidak semua pemilik mesin 

pemanen padi memadatkan upah dari karungnya, biasanya petani yang memilih 

karung gabah untuk diupahkan kepada pemilik mesin pemanen padi. Namun ada 

bebrapa oknum memadatkan karung gabahnya supaya upah dalam sekarungnya 

menjadi berat supaya semakin banyak untungnya, tanpa memikirkan kerugian dari 

petani. 

 Prinsip tolong menolong dalam pandangan Hatta jelas sesuai dengan prinsip 

ekonomi syariah. “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa” . Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong-menolong dengan 

sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Sikap ini tidak hanya mempererat 

hubungan antarindividu, tetapi juga membangun masyarakat yang harmonis dan 

saling mendukung. Dalam situasi sulit atau darurat, rasa kebersamaan dan kepedulian 

terhadap sesama dapat meringankan beban dan memberikan kekuatan moral. Selain 

itu, tolong-menolong juga dapat meningkatkan rasa empati dan toleransi, yang 

penting untuk menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera.60 

                                                           
 59 Aswan, Petani, Wawancara di Kessie 26 Juni 2024. 

 60 Rustam Efendi and Boy Syansul Bakhri, ‘Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif 

Ekonomi Syariah’, Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15.1 (2018), h. 117. 



49 
 

   
 

 Adapun dalam aktivitas Ijarah didalamnya terdapat suatu akad yang menjadi 

perjanjian atau sesuatu yang mengikat antara dua pihak sebelum terjadinya suatu 

pekerjaan tersebut. Akad adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada 

perjanjian atau kontrak formal yang sah secara syariah antara dua pihak atau lebih. 

Akad mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi atau 

hubungan hukum tertentu. Akad biasanya diucapkan dalam bentuk lisan atau tertulis 

dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut prinsip-prinsip syariah.61 

 Adapun rukun suatu akad yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

1. Subjek perikatan (alaqdain), lebih tepatnya, subjek perjanjian adalah 

pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Subjek perjanjian dapat 

melibatkan dua jenis pihak. Pertama, pihak mukallaf, yang merujuk kepada 

pihak yang sudah memiliki kewajiban hukum. Kedua, badan hukum, yang 

mencakup suatu entitas yang memiliki otoritas untuk bertindak sesuai 

dengan hukum dan memiliki hak, kewajiban, serta hubungan hukum 

dengan entitas lain. 

2. Obyek perikatan (mahallulaqd), yaitu objek atau benda yang terkait juga 

merupakan elemen penting. Mahalul aqd, atau sahnya suatu perjanjian. 

3. Tujuan perikatan (maudhul aqd) tujuan suatu perjanjian dan hukum yang 

disyariatkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pokok pembahasan. 

Dalam Al-Qur’ana dan hadits Nabi Muhammad saw. Allah swt secara jelas 

menetapkan tujuan akad dalam hukum Islam. Ulama fiqh berpendapat 

bahwa pencapaian tujuan akad hanya dapat terjadi jika sesuai dengan 

ketentuan syariah. Kesimpulannya, suatu akad dianggap tidak sah jika tidak 

memenuhi kriteria sesuai dengan norma syariah. 

4. Ijab dan Qabul (sighat alaqd) Sighat alaqd adalah suatu istilah yang umum 

digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian dikenal sebagai 

ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan janji atau penawaran dari pihak 

                                                           
 61 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Pranada media,2018). h. 44. 
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pertama untuk melakukan suatu tindakan. Sementara itu, kabul terjadi 

ketika pihak kedua menerima penawaran yang diajukan oleh pihak 

pertama.62 

 Sedangkan adapun dasar hukum suatu Akad ialah: 

1. Ilahiah prinsip ketauhidan memiliki nilai yang berlaku untuk seluruh 

kegiatan muamalat, termasuk dalam konteks perikatan. 

2. Al-Hurriyah kebebasan Dalam kerangka islam, terdapat kebebasan bagi 

para pihak untuk menyusun perjanjian. Para pihak memiliki tanggung 

jawab untuk menentukan bentuk dan konten dari perjanjian tersebut. 

3. Al-Musawah Persamaan atau kesetaraan Prinsip kesetaraan atau persamaan 

dijadikan landasan oleh para pihak untuk menetapkan hak dan kewajiban 

masing-masing dalam perikatan tersebut. 

4. AlAdalah Keadilan Adalah dilarang bagi setiap pihak untuk menyakiti yang 

lain. Dalam konteks ini, konsep keadilan didefinisikan sebagai 

seimbangnya kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. 

5. Al-Ridho Kerelaan Allah swt dalam ayat 29 Surah An-Nisa menegaskan, 

“Hai orang-orang yang beriman, hindarilah mengambil harta sesama kalian 

dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang disepakati 

secara sukarela diantara kalian. “Petunjuk ini terkait dengan prinsip 

kerelaan dalam transaksi. Selain itu, dilarang membunuh diri sendiri, 

karena Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian. 

6. Ash-Shiddiq Kejujuran dan kebenaran demi memastikan keuntungan 

bersama dan dampak positif bagi masyarakat setempat, kejujuran menjadi 

kunci yang harus diperlihatkan oleh para pihak selama melibatkan diri 

dalam perjanjian. Tindakan tidak jujur dalam konteks perikatan tidak 

dibenarkan dalam ajaran islam, karena dapat mengakibatkan potensi bahay 

terhadap kehidupan orang lain. 
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 Beberapa Para ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali 

sepakat dalam mendefinisikan ijarah sebagai transaksi yang melibatkan manfaat dari 

suatu keahlian seseorang dengan imbalan yang spesifik. Dalam kontrak ijarah, 

konsep upah berperan penting, di mana seseorang yang memiliki keterampilan (Ajir) 

menyediakan jasa kepada pihak yang membutuhkan (Musta’jir), dan menerima 

imbalan berupa upah sebagai kompensasi. Dengan demikian, ijarah adalah bentuk 

transaksi yang terkait dengan jasa tertentu, di mana imbalan yang diberikan berupa 

upah (Al ujrah)..63 

 Dalam praktek pengupahan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Lanrisang 

antara petani dan pemilik mesin pemanen padi juga tidak dapat terlepas dari adanya 

suatu akad. Hal ini terkait dengan perjanjian ataupun kesepakatan mengenai 

perbedaat berat karung gabah pemilik mesin pemanen padi dan petani. Seperti yang 

dikatakan salah seorang petani atas nama Ruslan Umar dalam wawancaranya:  

“Sebelum padi dipanen, pemilik mesin pemanen padi menghubungi saya 

untuk memberitahukan bahwa padi nya sudah mau dipanen pemilik mesin 

pemanen padi memanggil untuk dilihat, mengenai upahnya selesai dipanen 

padi baru di tahu.”64 

 

Selain itu dijelaskan juga petani lainnya yang bernama Hasyim dalam 

wawancaranya: 

 “Kesepakatan saya dengan pemilik mesin pemanen padi saya ikuti saja, 

mengenai upahnya tinngal dia saja yang atur, apalagi kalau langganan juga 

selesai dipanen baru ditau berapa banyak isi padi yang dipanen.”65 

 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, para petani dengan 

segala keterbatasan pemahaman serta kondisi yang mendesak mereka untuk segera 

dipanen. Para petani juga merelakan jika terjadi perbedaan upah berat karung dari 

pemilik mesin pemanen padi selama masih dalam kondisi yang wajar. Hal tersebut 

                                                           
 63 Ghufron A Mas’ adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, 2020 h 182. 

 64 Ruslan Umar, Petani, Wawancara di Kessie 29 Juni 2024 

 65 Hasyim, Petani, Wawancara di Jampue 24 Juni 2024  
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dilakukan agar petani secepatnya menanen padi mereka agar terhindar dari hama atau 

dapat merusak kualitas padi. 

 Adapun pengisian karung yang dilakukan secara padat yang dilakukan oleh 

pemilik mesin pemanen padi dikarenakan ingin mendapatkan upah yang banyak 

seperti yang dijelaskan Ardiansyah selaku pemilik mesin pemanen padi dalam 

wawancarnya: 

 

“Ero na ipatanaki apa mega karyawan ipake untuk gaji wi, idi tergantung 

kesepakatan  e sibawa paggalung e, untuk jaga hubungan e sibawa paggalung 

e supaya adil i. Jadi untuk menjaga hubungan baik sibawa paggalung jadi 

nusseng mua paggalung.” 

Artinya: 

 “Kami memadatkan adalah untuk banyak karyawan yang bekerja dengan 

kami. untuk digaji Namun, kami selalu menghormati kesepakatan dengan 

petani.  Untuk menjaga hubungan yang baik dan adil dengan para petani, serta 

memastikan bahwa semua pihak terlibat secara adil.”66 

 

Demikian pula dijelaskan Deni Hidayah, selaku pemilik mesin pemanen padi 

dalam wawancaranya:  

“Iro na ipatanaki saro na oto e, apa mega kasi karyawan majjama ko iya melo 

ipagaji. Tapi kesepakatan e sibawa paggalung e bawang. Apa biasa e angka 

gabah maja kualitasna, tapi tergantung pole ko paggalung e kesepakatan e 

sibawa.” 

Artinya: 

 “Saya memberatkan karung gabah milik saya adalah karena kebutuhan untuk 

menggaji banyak karyawan yang bekerja dengan saya. Namun, proses ini juga 

sangat tergantung pada kesepakatan yang telah disetujui bersama petani. 

Dalam praktiknya, terkadang terdapat gabah yang memiliki kualitas kurang 

baik, namun penanganannya kembali sepenuhnya kepada petani sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disepakati bersama.”67 

 

 Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa alasan pemilik mesin 

pemanen padi memadatkan karung gabah adalah untuk meningkatkan pendapatan 

guna mendukung pembayaran gaji kepada banyak karyawan yang bekerja dengan 

                                                           
66 Ardiansyah, Pemilik mesin pemanen padi, Wawancara di Kessie 25 Juni 2024. 
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pemilik mesin pemanen padi dan tetap menghormati kesepakatan dengan petani, di 

mana beberapa dari mereka memberikan sebagian dari sisa gabah kepada karyawan 

mesin padi sebagai tambahan upah atau imbalan atas bantuan mereka selama proses 

panen. Hal ini mencerminkan komitmen  untuk menjaga hubungan yang baik dan adil 

dengan para petani, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses 

panen merasa dihargai dan manfaatnya terdistribusi secara adil, sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati.pemilik pemanen padi melakukan pemberatan pada 

upah miliknya dikarenakan ingin mendapatkan upah yang lebih dan menggaji 

karyawan dari pemilik mesin pemanen padi. 

 Begitupun sebaliknya mengenai pemberatan upah kepada pemilik mesin 

pemanen padi dijelaskan oleh bapak Ruslan Umar selaku petani, menjelaskan bahwa: 

“Idi paggalung e, biasanna beda tana na karung panen e sibawa saro oto e. 

Tapi, denamarigaga deto nasiaga. Idi paggalung yabbereang ni. Supaya 

makanja to iduppa wasselena asewe barang mabbarakka mui.”  

Artinya: 

 “Kami petani, biasanya mengalami perbedaan berat karung hasil panen antara 

yang dihasilkan oleh mesin pemanen padi dan milik saya. Namun, dalam 

menangani hal tersebut, kami telah sepakat dan saling rela. Saya menganggap 

perbedaan ini sebagai bentuk sedekah. Meskipun demikian, kami tetap bekerja 

sama dengan semangat gotong-royong dan saling mendukung demi kemajuan 

bersama. Harapan kami adalah agar setiap hasil panen dapat bermanfaat dan 

membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat.”68 

 

 Sejalan dengan hal tersebut yang dikatakan oleh Hasyim selaku petani 

menjelaskan bahwa: 

“Yusseng sa idi paggalung e mengenai perbedaan tana”na sarona otoe. Tapi 

deto namarigaga deto namaladda rogi idi paggalung e. idi paggalung e ikhlas 

muaki, Supaya bermanfaat moi.” 

Artinya: 

“Saya mengetahui tentang hal tersebut mengenai berat karung gabah milik 

mesin padi. Akan tetapi, itu tidak memberatkan dan merugikan saya sebagai 

petani. Saya menganggap hal tersebut masih dalam batas wajar dan sudah 
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ikhlas menerimanya, serta memastikan bahwa setiap hasil panen membawa 

manfaat yang merata.”69 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa petani 

sering menghadapi perbedaan berat karung gabah milik mesin pemanen padi dengan 

milik mereka sendiri. Namun, petani telah sepakat dan saling rela menerima 

perbedaan tersebut, menganggapnya sebagai bentuk sedekah. Meskipun petani 

menyadari perbedaan berat karung gabah tersebut, hal itu tidak memberatkan atau 

merugikan mereka sebagai petani. Mereka menganggapnya wajar dan ikhlas 

menerimanya. Keikhlasan ini mencerminkan kerjasama yang harmonis antara petani 

dan pemilik mesin pemanen padi, serta menunjukkan bahwa hubungan baik dan 

saling pengertian dapat terjalin meskipun ada perbedaan dalam praktik pertanian 

sehari-hari. Selain itu, kesepakatan ini membantu menjaga kelancaran proses panen 

dan memastikan bahwa semua pihak dapat bekerja sama dengan damai dan saling 

menguntungkan. 

 Muamalah mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, memainkan peran penting dalam praktik pengupahan di berbagai 

sektor, termasuk pertanian. Dalam praktik pengupahan yang melibatkan mesin 

pemanen padi dan petani, prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting untuk 

memastikan bahwa hubungan kerja berjalan dengan adil dan transparan. berdasarkan 

hasil wawancara oleh Deni hidayah selaku pemilik mesin pemanen padi, menjelaskan 

bahwa: 

“Biasa mau yangkalinga mengenai muamalah, tapi denangka yaggurui. Tapi 

menurutku dega to masalah sibawa sarona oto passangking e, apa pura mua 

ibicara sibawa deggato idi masalah paggalung e. s 

Artinya: 

 “Saya sering mendengar istilah muamalah, tetapi saya tidak pernah 

mempelajarinya secara mendalam. Menurut saya, tidak ada masalah mengenai 

praktik upah yang kami lakukan dengan pemilik mesin, karena kami sudah 

sepakat dan saling rela.”70 
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Adapun hasil wawancara oleh Ardiansyah selaku pemilik mesin pemanen 

padi, mejelaskan bahwa: 

“iku istilah muamalah denangka yaggurui, deyusseng kada apa ero muamalah. 

Idi ilakukan e saro na yang penting sepakat moi sibawa paggalung e. yang 

penting lancar moi proses panen asewe, yang penting keperyaanna paggalung 

e sibawa idi berjalan baik. Hubungan ta sibawa paggalung e yang penting 

merasa puas deto na rogi.” 

Artinya 

“Kalau istilah muamalah biasa kami dengar tetapi kami tidak mengetahui apa 

itu muamalah. Kami hanya melakukan praktik pengupahan ini atas dasar 

kesepakatan kepada petani. Kami pemilik mesin pemanen padi yang penting 

telah berjalan dengan baik dan adil. Hubungan kami didasarkan pada 

kepercayaan dan saling pengertian, yang membantu memastikan bahwa semua 

pihak merasa puas dan tidak dirugikan dalam proses ini..”71 

 

 Berdasarkan ihasil iwawancara idiatas, ipenulis imenyimpulkan ibahwa, 

iMeskipun ipara ipetani idan ipemilik imesin ipadi isering imendengar iistilah 

imuamalah, imereka itidak imemahaminya isecara imendalam. iPraktik ipengupahan 

iyang idilakukan iatas idasar isaling irela idan ikesepakatan ibersama iantara ipetani 

idan ipemilik imesin ipemanen ipadi idianggap isudah imemenuhi iprinsip ikeadilan 

idan ikesejahteraan. iHubungan iyang ididasarkan ipada ikepercayaan idan isaling 

ipengertian imemastikan ibahwa isemua ipihak imerasa ipuas idan itidak idirugikan. 

iMeskipun itidak isepenuhnya imemahami ikonsep imuamalah, ipraktik iini itetap 

imencerminkan iprinsip-prinsip iinti idari imuamalah, iyaitu ikeadilan idan 

ikesejahteraan idalam itransaksi. 

Berdasarkan ihasil iwawancara iyang idilakukan, idapat idisimpulkan ibahwa 

ipraktik ipengupahan iantara ipemilik imesin ipemanen ipadi idan ipetani ididasarkan 

ipada ikesepakatan isaling irela idan ikepercayaan. iPara ipetani imenghubungi 

ipemilik imesin ipemanen ipadi iuntuk imenentukan iwaktu iyang itepat iuntuk 

imemanen ipadi imereka, imemastikan iproses ipanen iberjalan ioptimal. iMeskipun 

idalam ipengupahannya iterdapat iperbedaan iberat ikarung igabah ioleh ipemilik 
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imesin ipemanen ipadi idan ipetani, iakan itetapi ipetani imenerima ihal iini isebagai 

ibagian idari ikerjasama iyang iwajar idan iberkomitmen iuntuk imenjaga 

ikeseimbangan idalam ihubungan itersebut. iKeikhlasan idari ikedua ibelah ipihak 

imencerminkan iprinsip-prinsip imuamalah, imeskipun ipemahaman imereka itentang 

ikonsep iini itidak imendalam. iSecara ikeseluruhan, ipraktik iini imemenuhi iprinsip 

ikeadilan idan ikesejahteraan iyang imenjadi iinti idari imuamalah, imenunjukkan 

ibahwa ikerjasama idalam ipertanian idapat iberjalan idengan ibaik imeskipun iada 

itantangan idan iperbedaan ipraktik iyang itimbul. 

Suatu iakad idapat idianggap isah iapabila irukun idan isyarat idari iakad 

iyang idijalankan itersebut iterpenuhi. iRukun idan isyarat iini imeliputi ikejelasan 

ipihak-pihak iyang iterlibat, iobjek iakad, iserta ikesepakatan idan ipersetujuan iyang 

ijelas idari isemua ipihak. iDalam ipraktek iyang idilakukan imasyarakat iKelurahan 

iLanrisang idalam ipraktik ipengupahan ipemilik imesin ipemanen ipadi, itelah 

imemenuhi ibaik irukun imaupun isyarat isuatu iakad. iLebih ispesifiknya 

ipengupahan iyang idilakukan ibiasa idisebut idengan iIjarah. iDemikian ipula isyarat 

itelah iterpenuhi iseperti iapa iyang itelah idijelaskan. iSelain iitu, ikesepakatan iini 

imenunjukkan iadanya isaling ipengertian idan irasa isaling ipercaya iantara ipetani 

idan ipemilik imesin ipemanen ipadi. iPraktik iini imencerminkan ikomitmen 

ibersama iuntuk imenjaga ikeadilan idan itransparansi idalam isetiap itransaksi iyang 

idilakukan. iDengan idemikian, ihubungan iantara ikedua ibelah ipihak itetap iterjaga 

idengan ibaik, imemastikan ikelancaran iproses ipanen iserta ikesejahteraan ibersama. 

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengupahan Pada 

Mesin Pemanen Padi 

Allah iSWT itelah imenciptakan imanusia iuntuk isaling ibergantung isatu 

isama ilain iagar imereka idapat isaling imembantu idalam imemenuhi ikebutuhan 

ihidup. iSeiring idengan iperkembangan iilmu ipengetahuan idan iteknologi, 

ikebutuhan imanusia imenjadi isemakin ikompleks, iyang imemerlukan ipemenuhan 

ibaik isecara iindividu imaupun idalam ikonteks isosial. iDi iKelurahan iLanrisang, 

ipraktik ipengupahan imerupakan ibentuk iimbalan iatau ibalasan iyang iditerima 
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ioleh ipekerja isebagai ihaknya isetelah imenyelesaikan ipekerjaan. iMasyarakat 

iLanrisang imenerapkan isistem iini idalam ipengupahan imesin ipemanen ipadi 

idengan icara iyang isederhana, iyaitu itanpa iadanya iperjanjian iresmi. iProses iini 

idilakukan isecara ilisan idan ididasarkan ipada irasa isaling ipercaya iantara isesama 

ianggota imasyarakat, imencerminkan ikepercayaan idan ihubungan iyang ierat 

idalam ikomunitas imereka. iSelain iitu, isistem iini imenggambarkan ibagaimana 

itradisi ilokal idan ikepercayaan idapat imempengaruhi icara ipraktik iekonomi 

iditerapkan idalam ikehidupan isehari-hari. 

Dalam ikehidupan isehari-hari, imanusia itidak ibisa ilepas idari ibantuan 

iorang ilain ikarena isebagai imakhluk isosial, imereka itidak idapat imemenuhi 

isemua ikebutuhan imereka isecara imandiri. iTanpa idisadari, iinteraksi idan 

ikomunikasi idengan iorang ilain imerupakan ibagian iintegral idari ikehidupan 

imanusia iuntuk imemenuhi iberbagai ikebutuhan. iHubungan iyang iterbentuk 

iantara iindividu idalam ikonteks iini idisebut imu’amalah. iMu’amalah imencakup 

isemua ibentuk iinteraksi isosial idan itransaksi iyang imelibatkan ipertukaran idan 

ikerja isama iantara iindividu idalam iberbagai iaspek ikehidupan, ibaik idalam 

ikonteks iekonomi, isosial, imaupun ibudaya. iMelalui imu’amalah, imanusia 

imembangun ijaringan idan isistem iyang imendukung ipemenuhan ikebutuhan idan 

ikesejahteraan ibersama.72 

Menurut i iMenurut iulama iSyafi'i, iijarah iadalah ijenis iakad iatau itransaksi 

iyang imelibatkan imanfaat itertentu, iyang ibersifat imubah idan idiperbolehkan. 

iAkad iijarah idiizinkan iberdasarkan idalil-dalil idari iAl-Qur'an, iHadist, idan iijma' 

iulama. iSebuah iperjanjian iijarah imelibatkan ipelaku itransaksi, ibahasa iatau 

iistilah iyang idigunakan i(Słughat), iobjek iakad, idan iimbalan i(ujrah). iDalam 

ipraktiknya, iperjanjian iantara ipemilik isawah iatau ipemilik imesin ipemanen ipadi 

isering idilakukan isecara ilisan, ididasarkan ipada irasa isaling ipercaya iyang itelah 

imenjadi itradisi idi imasyarakat iLanrisang. iKebiasaan iini imendorong ipemilik 
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imesin ipemanen ipadi iuntuk imengadakan irapat idalam ikelompok itani idi 

ikecamatan iLanrisang iuntuk imembahas iketentuan isewa iatau iupah imesin. 

iBiasanya, iketentuan iini idisesuaikan idengan ikondisi ilapangan iatau ihasil ipanen 

ipetani, iseperti imisalnya iperjanjian ibahwa isetiap i12 ikarung ihasil ipanen iakan 

imenghasilkan i1 ikarung isebagai iupah. iOleh ikarena iitu, imeskipun iperjanjian 

idilakukan isecara ilisan, ipenting iuntuk imemastikan ibahwa imaksud idan iisi 

iperjanjian ijelas idan itegas, iserta isesuai idengan ikebiasaan imasyarakat isetempat. 

Mengenai ipekerjaan, ipemilik imesin icombine iharvester ibiasanya 

imenerima itugas isetelah idihubungi ioleh ipetani iyang imemiliki isawah isiap 

ipanen. iSetelah iakad iantara ipemilik isawah idan ipemilik imesin idilakukan, 

ipemilik imesin idan ipara ipekerjanya iakan imulai ibekerja isesuai ikesepakatan, 

iyang ibiasanya iberlangsung idari ipagi ihingga imalam. iDalam ihal iini, iproses 

ikerja iyang idilakukan imelibatkan ikerjasama, idi imana ipemilik isawah 

imembutuhkan imesin ipemanen iuntuk imemanen ipadinya, ipemilik imesin 

imembutuhkan itenaga ikerja, idan ipara ipekerja imembutuhkan ipenghasilan iuntuk 

imemenuhi ikebutuhan ihidup imereka. 

Kerjasama iini imenunjukkan ipentingnya iperan isetiap ipihak idalam irantai 

iproduksi ipertanian. iPemilik isawah imendapatkan ikeuntungan idari ipenggunaan 

iteknologi iyang imempermudah idan imempercepat iproses ipanen, isementara 

ipemilik imesin imemperoleh ipendapatan idari ijasa iyang iditawarkan, idan ipara 

ipekerja imendapatkan iupah iuntuk imemenuhi ikebutuhan ihidup imereka. isehingga 

iini imenciptakan ihubungan iyang isaling imenguntungkan idan imemperkuat 

iekonomi ilokal. 

Lebih ilanjut, isistem ikerja iini ijuga imencerminkan isemangat igotong 

iroyong iyang ikental idalam ibudaya imasyarakat iLanrisang, idi imana isaling 

imembantu imenjadi ilandasan iutama idalam imenjalankan ikegiatan iekonomi. 

iHubungan ikerja iyang ididasari ioleh ikesepakatan ilisan idan isaling ipercaya iini 

imenunjukkan ibahwa idalam imasyarakat itradisional, inilai-nilai ikebersamaan idan 

isaling imenguntungkan imasih isangat idipegang iteguh. iIni ijuga imenjadi ibukti 
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ibahwa itradisi ilokal idapat iberjalan iseiring idengan iperkembangan iteknologi, 

imenghasilkan iefisiensi idan iproduktivitas iyang ilebih itinggi itanpa 

imengesampingkan inilai-nilai isosial iyang itelah ilama iada. 

Secara ikeseluruhan, iproses ikerja iini itidak ihanya imenghasilkan imanfaat 

iekonomi ibagi isemua ipihak iyang iterlibat, itetapi ijuga imemperkuat ijalinan 

isosial idan irasa ikebersamaan idalam imasyarakat. iDengan idemikian, imodel 

ikerjasama iini idapat imenjadi icontoh ibagaimana inilai-nilai itradisional idapat 

idiintegrasikan idengan ipraktik imodern iuntuk imencapai itujuan ibersama iyang 

ilebih ibesar. i 

Melihat ipernyataan idi iatas, imaka ipekerjaan iyang idilakukan ipara ipelaku 

iakad itelah isesuai idengan iprinsip iketuhanan idan ikemaslahatan. iMenurut iulama 

iHanafiyah, irukun isewa imenyewa iatau iijarah ihanya iterdiri idari iijab idan iqabul. 

iIjab iadalah iungkapan iatau ipernyataan idari ipihak iyang imenyewakan, 

isedangkan iqabul iadalah ipersetujuan iatau ipenerimaan idari ipihak iyang 

imenyewa. iKedua ikomponen iini idianggap icukup iuntuk imemenuhi isyarat 

isahnya iakad isewa imenyewa idalam ipandangan iulama iHanafiyah.73 

Di imana iprinsip iketuhanan idalam ipraktik isewa ipermilik imesin ipanen 

ipadi itersebut idapat idipahami ibahwa isegala ihal iyang idimiliki idan ididapatkan 

iadalah iatas iRahmat iAllah iswt. iDengan imenjalankan ipekerjaan iini, ipara 

ipelaku iakad imenunjukkan iketundukan imereka iterhadap ikehendak iIlahi, iserta 

imenegakkan ikeadilan idan ikejujuran idalam isetiap itransaksi iyang imereka 

ilakukan. iDengan idemikian, iprinsip iketuhanan idan ikemaslahatan idalam ipraktik 

iini itidak ihanya imenegaskan ipentingnya inilai-nilai ispiritual idan imoral idalam 

ikehidupan isehari-hari, itetapi ijuga imenunjukkan ibagaimana inilai-nilai itersebut 

idapat iditerapkan idalam ikonteks iekonomi idan isosial iuntuk imenciptakan 

ikesejahteraan idan iharmoni ibagi isemua ipihak iyang iterlibat. iSebagaimana 

idalam ifirman iAllah iswt. 

                                                           
 73 Prilia Kurnia Ningsih, ‘Fiqh Muamalah’ (Rajawali Pers, 2021). h.123. 



60 
 

 
 

Ulama ikontemporer, iterutama idalam ikonteks iekonomi isyariah imodern, 

itelah imengembangkan ipandangan iyang ilebih ifleksibel imengenai iijarah iuntuk 

imemungkinkan ipenerapannya idalam iberbagai ibentuk itransaksi ikeuangan idan 

ikomersial. iMereka imenekankan ipentingnya imenjaga iprinsip-prinsip ikeadilan, 

ikejelasan, idan itransparansi idalam isemua ikontrak iijarah. iPraktek iijarah 

imenurut ipandangan iulama imenekankan ikeabsahan ikontrak iberdasarkan iprinsip-

prinsip isyariah iyang imencakup ikeadilan, ikejelasan, idan itransparansi, isambil 

imemberikan ifleksibilitas iuntuk iberbagai ikebutuhan ipraktis idalam ikehidupan 

isehari-hari idan ikonteks iekonomi imodern.74 

Umumnya, iada isebuah iperjanjian iyang imencakup itiga ihal iyang itidak 

idapat idiprediksi, iyaitu: ipertama, ipelanggaran iperjanjian ioleh isalah isatu ipihak. 

iKedua, ikeadaan idarurat idi iluar ikendali imanusia. iKetiga, ikonsekuensi ikerugian 

iyang itidak iterduga. iOleh ikarena iitu, iketiga iaspek iini itelah idiatur idalam 

iKompilasi iHukum iEkonomi iSyariah i(KHES) iuntuk imemberikan ikepastian ibagi 

ipara ipihak iyang iterlibat idalam itujuan iakad ibersama. 

 Adapun praktek ijarah yang dilakukan mayarakat Lanrisang yakni Ijarah 

A’mal yaitu akad sewa jasa pekerjaan seorang dengan membayar upah gabah yakni 

12 karung maka keluar 1 karung sebagai upah dari mesin pemanen padi. Berdasarkan 

sistem perjanjian tersebut maka dapat dikatakan telah memenuhi prinsip Amanah dan 

Ibahah (kebolehan) dalam hukum ekonomi Islam. Sebagaimana dalam firman Allah 

swt. Q.S. Al-Qashash/28:26. 

نَِاسَْ َم  يْر  َخ  َانَِّ آ ب تَِاسْت أجِْرْه ۖ اَيَٰ م  ىه  َق ال تَْاِحْدَٰ َالْا مِيْن  َالْق وِي  رْت  ٢ت أجْ   

 

 

 

                                                           
 74 Hambari, Hambari, Arif Ali Arif, and Muntaha Artalim Zaim. "Asnaf zakat dan 

pendistribusiannya: tinjauan fikih dan ekonomi kontemporer." Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam 13.1 

(2020): h 13. 
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Terjemahnya: 

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, 

pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan 

adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”75 

 

 Dalam iTafsir iAl-Mishbah idijelaskan iayat idiatasKekuatan iyang idimaksud 

imencakup ikekuatan idalam iberbagai iaspek. iOleh ikarena iitu, ipenting iuntuk 

iterlebih idahulu imenentukan ibidang iapa iyang iakan idiberikan ikepada iorang 

iyang idipilih. iSelain iitu, ikepercayaan iyang idimaksud iberkaitan idengan 

iintegritas ipribadi, iyang imemerlukan isifat iamanah iartinya, iseseorang iharus 

imenyadari ibahwa iapa iyang iada idi itangannya iadalah imilik ipemberi iamanat 

idan ibukan imilik ipribadi, iserta iharus isiap imengembalikannya idengan ipenuh 

itanggung ijawab ijika idiminta. iMenemukan iseseorang iyang imemiliki ikedua 

isifat itersebut isecara isempurna imemang itidak imudah. iSebelum ikita, i‘Umar 

iRA ipernah imengeluh idan iberdoa ikepada iAllah: i“Ya iAllah, iaku imengadu 

ikepada-Mu itentang ikekuatan iorang-orang idurhaka idan ikelemahan iorang-orang 

iyang ikupercayai.” iOleh ikarena iitu, iharus iada ialternatif ijika ikedua isifat 

itersebut itidak idapat iditemukan isecara ibersamaan. iDalam imemilih ipanglima 

iperang, iseperti iyang iditulis ioleh iIbn iTaimiyah, iprioritas iharus idiberikan 

ikepada imereka iyang imemiliki ikekuatan, imeskipun ibelum itentu iamanah. 

iNamun, idalam ipraktiknya, iidealnya iadalah imenemukan iindividu iyang idapat 

imenggabungkan ikedua ikualitas itersebut. iJika itidak imemungkinkan, imaka 

imemilih iseseorang iyang ikuat iterlebih idahulu iadalah ilangkah iyang ilebih 

ibijaksana, isambil iterus iberusaha imencari isolusi iuntuk imemastikan iamanah idi 

imasa imendatang. idan ikeberagamannya idapat idimanfaatkan iuntuk imasyarakat 

idan ikelemehan iimannya itidak imerugikan ikecuali idirinya isendiri.76 

 Prinsip iibahah iyang idimaksud iadalah iterpenuhinya inilai ikebolehan 

idalam ikesepakatan iantara ipemilik isawah idan ipemilik imesin ipemanen ipadi 

                                                           
 75  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h 388.  

 76 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002) Vol. 10. h 334. 
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iyang idilakukan isecara ilisan, isesuai ikebiasaan imasyarakat iLanrisang. iJadi, ijika 

idi isuatu itempat iterdapat itradisi iseperti ikegiatan ibermuamalah iyang isudah 

imenjadi ikebiasaan imasyarakatnya, iselama ikegiatan itersebut itidak imelanggar 

isyara idan itidak imerugikan ipihak imanapun, imaka ikegiatan itersebut 

idiperbolehkan ikarena itelah iberlangsung icukup ilama. iPrinsip iini imencerminkan 

ifleksibilitas idalam ihukum iIslam iyang imemungkinkan iadat iatau ikebiasaan 

iyang itidak ibertentangan idengan isyariat iuntuk idijadikan idasar idalam 

ibermuamalah.  

 Sedangkan iprinsip iamanah iyang iditerapkan iadalah iadanya irasa isaling 

ipercaya idalam iperjanjian ilisan iyang idilakukan ioleh ipetani idan ipemilik imesin, 

isehingga ihal iini imenjadi ikebiasaan iyang iumum idilakukan. iAmanah iadalah 

isalah isatu ipilar ipenting idalam iIslam iyang imenekankan ikejujuran, itanggung 

ijawab, idan ikepercayaan.Para iulama isepakat ibahwa iamanah imerupakan 

itanggung ijawab iyang iharus idijunjung itinggi idan iharus idilaksanakan idengan 

ibaik. iAmanah ibukan ihanya itanggung ijawab iterhadap iorang ilain, itetapi ijuga 

itanggung ijawab iterhadap idiri isendiri idan iterhadap iAllah.Dengan idemikian, 

iprinsip iamanah imenurut iulama imeliputi iketetapan, ikerelaan, ikesetiaan, idan 

ilandasan ihukum iyang iterdapat idalam iAl-Qur'an. iAmanah imerupakan iprinsip 

iyang ipenting idalam ikehidupan iberagama idan iberakhlak idalam iIslam.77 

 Dalam ikonteks iini, ikepercayaan iyang iterbentuk imelalui iinteraksi isehari-

hari idan ipengalaman ibersama imenciptakan idasar iyang ikuat ibagi ikesepakatan 

iyang idijalin, imeskipun ihanya isecara ilisan. iHal iini imenunjukkan ibahwa 

iintegritas idan ikomitmen iyang idimiliki ioleh ikedua ibelah ipihak isangat idihargai 

idan imenjadi ilandasan idalam isetiap itransaksi idan ikesepakatan iyang idibuat. 

 

                                                           
 77 Muhammad Husnurridlo Az Zaini, ‘Kontribusi Peran Tahfidz Al Qur’an Dalam 

Menumbuhkan Sikap Tanggung Jawab Dan Disiplin Santri Di Asrama Putra Pondok Pesantren Al 

Islam Joresan’ (IAIN Ponorogo, 2021). h.23. 
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 Dengan demikian, prinsip ibahah dan amanah yang dipegang oleh masyarakat 

Lanrisang ini mencerminkan praktik bermuamalah yang harmonis, dimana nilai-nilai 

kebolehan dan kepercayaan diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, 

sehingga membangun hubungan sosial yang kokoh dan saling menguntungkan. 

Hal demikian dijelaskan sesuai firman Allah swt. dalam QS. Al-Maidah 5/2: 

َ ن وْاَع ل ىَالْبِرِِّ ت ع او  َاٰللَّ َو  َانَِّ اتَّق واَاٰللَّ ْۗ َو  انِۖ الْع دْو  ثْمَِو  ن وْاَع ل ىَالْاِ َت ع او  لا  ىَۖو  التَّقْوَٰ و 

الْعِق ابَِ دِيْدَ  ٢ش   

Terjemahnya: 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”78 

 

 Dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan anjuran 

untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan yaitu segala bentuk yang dapat 

mendatangkan kemaslahatan dunia. Hal demikian merupakan salah satu bentuk 

ketakwaan kepada Allah swt. sebagai upaya dalam menghindari bencana ataupun 

kemudharatan, termasuk tolong-menolong pada yang tidak seiman.79 Olehnya itu, 

sikap seorang pemilik mesin pemanen padi yang mengambil posisi untuk menolong 

para petani agar padi mereka secepatnya di panen agar terhindar dari hama dan 

membuat kualitas padi jadi menurun. 

 Dalam praktek yang dijalankan masyarakat Kelurahan Lanrisang dalam 

praktek pengupahanditemukan adanya perbedaan berat timbangan karung milik 

petani dan pemilik mesin. Pemilik mesin pemanen padi melakukan pemadatan pada 

saat pengisian karung upahnya sendiri sehingga memiliki berat yang berbeda dengan 

milik petani, dan dari pihak petani merelakan hal tersebut dikarenakan tidak adanya 

pilihan lain yang menurut mereka masih dalam batas wajar atau para petani saling 

rela tidak mempermasalahkan hal tersebut. adapun praktek yang demikian sebagai 

                                                           
 78 Kementerian Agama Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.106 
 79 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002), Vol. 3. h. 10 
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suatu tindakan mengambil hak milik oang lain secara batil dikarenakan adanya unsur 

kecurangan dan ketidakjujuran ataupun transparansi dengan pihak lainnnya. Dalam 

islam hal ini sangat dilarang sesuai dengan firman Allah swt, dalam Qur’an An-Nisa 

4/29: 

ال ك مَْب يْن ك مَْ اَا مْو  َت أكْ ل وْٓ ن وْاَلا  م  َاَٰ اَالَّذِيْن  آ ي ه  َيَٰ نْك مْْۗ َمِِّ اض  نَْت ر  ةًَع  ار  َتِج  َٓا نَْت ك وْن  باِلْب اطِلَِاِلاَّ

حِيْمًاَ َبكِ مَْر  ان  َاٰللَّ َك  َانَِّ مْْۗ اَا نْف س ك  َت قْت ل وْٓ لا  ٢و   

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan 

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”80 

 

 Dalam Tafsir Al-Mishbah menurut Quraish Shihab Larangan mengambil 

keuntungan melalui riba dan anjuran untuk bersedekah mungkin menimbulkan kesan 

bahwa Al-Qur’an tidak mendukung mereka yang memiliki atau mengumpulkan harta. 

Namun, kesan ini dapat diluruskan melalui ayat yang mengarahkan untuk mencatat 

dan menyaksikan transaksi hutang-piutang, meskipun jumlahnya kecil. Jika benar 

adanya kesan tersebut, tentu tidak akan ada instruksi yang begitu rinci tentang 

bagaimana mengelola dan mencatat hutang-piutang. Selain itu, ayat ini mengikuti 

nasihat Ilahi yang terkandung dalam ayat sebelumnya, yang menganjurkan agar 

pemilik utang tidak menagih debitur yang sedang mengalami kesulitan. Lanjutan dari 

nasihat tersebut adalah perintah untuk mencatat setiap transaksi hutang-piutang, guna 

menjaga keamanan harta dan mencegah kemungkinan kesalahpahaman. Ayat 282 

dimulai dengan panggilan Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, yaitu 

bahwa jika mereka terlibat dalam transaksi hutang-piutang dengan jangka waktu 

tertentu, mereka harus mencatatnya. Meskipun perintah ini ditujukan secara 

                                                           
 80 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 83 
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redaksional kepada orang-orang beriman, yang dimaksudkan sebenarnya adalah 

mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut.81 

 Larangan dalam mengambil hak yang dapat merugikan orang lain lebih 

spesifik terkait dengan takaran dan timbangan dijelaskan pula dalam Q.S. Asy-

syu’ara 26/181-183: 

س واَالنَّاسَ  َت بْخ  لا  سْت قِيْمَِوۚ  اسَِالْم  زِن وْاَباِلْقِسْط  َوۚ  خْسِرِيْن  َالْم  َت ك وْن وْاَمِن  لا  َو  َا وْف واَالْك يْل 

ََۚ فْسِدِيْن  َت عْث وْاَفِىَالْا رْضَِم  لا  ھ مَْو   ا شْي اۤء 

 

Terjemahnya: 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah 

kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah 

membuat kerusakan di bumi”.82 

 Ayat tersebut dalam Tafsir al-mishbah merupakan Nasihat Nabi Syu’aib 

kepada kaumnya dimulai dengan menjawab pertanyaan mereka tentang apa yang 

harus dilakukan. Beliau berkata: “Sempurnakanlah takaran dan timbangan saat kamu 

menakar atau menimbang untuk orang lain, seperti halnya kamu melakukannya untuk 

diri sendiri. Janganlah kamu termasuk dalam kelompok orang yang merugikan diri 

mereka sendiri dengan merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang 

tepat dan lurus, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Janganlah kamu 

merugikan hak-hak manusia dengan mengurangi kadar atau nilainya, dan janganlah 

kamu melakukan kerusakan di bumi setelah Allah atau manusia memperbaikinya.”83 

 Praktek hasil pertanian pada pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan 

Lanrisang telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun 

                                                           
 81 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2 (2002) Vol.2. h. 411 

 82 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 83 

 83 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: 
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praktek pengupahan tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan syarat akad Ijarah. 

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam praktik pemadatan karung gabah oleh pemilik 

mesin pemanen padi dimana pada saat ditimbang terdapat perbedaan berat karung 

tersebut. Namun demikian, para petani saling rela akan hal tersebut, sehingga 

kerjasama tetap berlangsung harmonis. Oleh karena itu, dari berbagai uraian yang 

telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktek pengupahan pada 

mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sudah sejalan 

dengan akad Ijarah yang  sudah terpenuhi, dimana para petani dan pemilik mesin 

pemanen padi saling rela.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran terkait dengan praktek 

pengupahan pada mesin pemanen padi, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Praktek pengupahan mesin pemanen padi yang dilakukan antara petani dan 

pemilik mesin pemanen padi awalnya didasari dengan alasan pemilik mesin 

pemanen padi untuk menolong para petani yang kesulitan dalam memanen 

padi. Dalam prakteknya, para petani dengan pemilik mesin pemanen padi 

saling berkomunikasi mengenai upah dan lokasi sawah yang akan dipanen, 

dimana pada saat panen ketika sudah cukup 12 karung maka keluar 1 karung 

upah dari pemilik mesin pemanen padi. akan tetapi pada saat karung gabah 

tersebut ditimbang disitulah terjadi perbedaan berat karung antara petani dan 

pemilik mesin pemanen padi. dimana dalam sekarungnya petani hanya 

mendapatkan sekitar 105kg-110kg, sedangkan pemilik mesin pemanen padi 

biasanya medapatkan sekitar 115-125kg. Bahwa praktik pengupahan antara 

pemilik mesin pemanen padi dan petani didasarkan pada kesepakatan saling 

rela dan kepercayaan. Para petani menghubungi pemilik mesin pemanen padi 

untuk menentukan waktu yang tepat untuk memanen padi mereka, 

memastikan proses panen berjalan optimal. Meskipun terdapat perbedaan 

dalam praktik pemadatan karung gabah oleh pemilik mesin pemanen padi, 

petani menerima hal ini sebagai bagian dari kerjasama yang wajar dan 

berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan tersebut.  

2. Praktek Ijarah hasil pertanian pada pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan 

Lanrisang telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. 

Walaupun praktek pengupahan tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan 

Ijarah atau pengupahan masih terdepat perbedaan didalamnya, akan tetapi 
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para petani dan pemilik mesin pemanen padi saling rela akan hal tersebut. 

Olehnya itu, dari berbagai uraian yang telah dijelaskan sebelumnya 

menunjukkan bahwa dalam praktek pengupahan pada mesin pemanen padi di 

Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sudah sejalan dengan rukun akad 

dan ijarah sudah terpenuhi dimana para petani dan pemilik mesin pemanen 

padi saling rela . 

B. Saran 

 Berdasarkan pemaparan yang telah diteliti sebelumnya maka penulis 

memberikan masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan 

kedepannya. Adapun beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan suatu akad muamalah sebagaimana semua pihak yang 

terlibat khusunya pemilik mesin pemanen padi di Kelurahan Lanrisang yang 

harus mengutamakan pandangan hukum Islam yang berlaku, baik dari segi 

rukun, syarat, akad, hingga pada unsur-unsur yang dilarang dalam suatu 

praktek pengupahan agar terhindar dari dosa dan bahagia dunia akhirat. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis kedepannya 

khususnya dalam bidang hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Selain 

itu, semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dan 

masyarakat dalam berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, dan menjadi referensi yang berharga bagi akademisi, praktisi, 

serta pihak-pihak terkait dalam bidang ini. 
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